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KATA PENGANTAR

Kebutuhan garam nasional per-2019 mencapai 4,5 juta ton dan
sebanyak 2,7 juta ton masih dipenuhi dari impor. Ini menjadi suatu ironi
sebagai negara martim dengan kekayaan sumberdaya hayati dan non-
hayati.

Produksi garam menggunakan metode solar evaporation yang me-
merlukan lahan spesifik. Adapun pelaku produksi garam didominasi peg-
aram rakyat yang terdiri pemilik tanah dan penggarap (Mantong) berikut
nilai sosial-ekonomi, budaya yang melekat di dalamnya. Kondisi menun-
jukkan kompleksitas permasalahan yang melingkupi usaha pegaraman.
Diperlukan kebijakan komprehensif, salah satunya melalui kebijakan per-
tanahan. Ini menjadi urgen mengingat tanah lahan pegaraman adaah in-
put produksi yang signifikan.

Buku ini memberikan gambaran bagaimana kontribusi kebijakan
pertanahan dapat berperan dalam usaha pegaraman rakyat. Diharapkan
buku ini mampu memberikan manfaat bagi peneliti, pelajar dan pemerhati
kebijakan. Tentu saja buku ini masih terdapat berbagai kekurangan me-
merlukan saran dan kritik konstruktif.

Penulis
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PENDAHULUAN

Pegaraman

Komoditas garam, tak pernah lepas dari kebutuhan hidup sehari-
hari manusia. Garam selain untuk kebutuhan konsumsi juga untuk keper-
luan industri. Data KKP (2016) menunjukkan kebutuhan nasional garam
konsumsi (baik untuk rumah tangga dan pengasinan ikan) pada 2015
sebesar 1.303.095 ton. Sementara untuk kebutuhan industri (industri CAP
dan Farmasi, Industri non CAP dan industri aneka pangan) mecapai
2.447.189 ton. Sehingga total kebutuhan garam mencapai 3.750.284 ton.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut dipenuhi dari produksi garam
rakyat sebesar 1.875.000 ton. Selain dari garam rakyat, PT Garam juga
memproduksi sebesar 315.000 ton dan garam dari impor sebesar
2.267.095 ton. Kondisi ini menunjukkan sebuah ironi, dimana Indonesia
sebagai negara yang kaya akan potensi sumberdaya laut namun ternyata
belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional secara mandiri.

Padahal, secara nasional potensi lahan penggaraman luasnya tak
kurang dari 34.731 hektar. Namun pengusahaannya masih relatif
terbatas, yaitu sebesar 20.089 hektar sebagai lahan penggaraman
produktif.

Meskipun Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di
dunia (54.716 kilometer) namun pesisir tak semua dapat dijadikan se-
bagai pegaraman. Setidaknya terdapat beberapa syarat wilayah pesisir
dapat digunakan sebagai lahan pegaraman. Adi, dkk (2007) menyam-
paikan bahwa pegaraman setidaknya perlu memenuhi beberapa syarat:

a. Kesesuaian cuaca dan iklim: tingkat evaporasi yang tinggi (rerata di-
atas 650 mm/tahun), suhu udara lebih dari 32°C, kecepatan angin di-
atas 5 m/detik, intensitas penyinaran matahari penuh, humidity kurang
dari 50%, curah hujan rendah serta musim kemarau yang relatif lebih
panjang.

b. Kualitas air laut: memiliki kadar garam maksimal, jernih, kemudahan
mengalirkan air laut.

c. Tanah: luasan 2-5 hektar dengan topografi landai (ketinggian tak lebih
dari 3 meter dari rerata permukaan air laut), kedap air, kombinasi
tanah berpasir dan liat (untuk penampungan air muda), tanah liat (un-
tuk kolam peminihan) dan campuran tanah berpasir dan liat (untuk
meja kristalisasi).
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d. Memiliki saluran air yang baik.

e. Terbebas dari gangguan tanaman tanaman, hewan dan aktivitas
manusia.

Berdasar kondisi tersebut maka tidak semua provinsi di Indonesia
mampu memproduksi garam. Berdasar data mutakhir dari KKP (2018)
disebut hanya terdapat 10 provinsi sebagai produsen garam yaitu Nang-
gro Aceh Darussalam, Bali, Grontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Ti-
mur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Selatan.

Gambar 1.1 Sebaran Produksi Garam Indonesia

Dari data produksi garam nasional pada 2018 sebesar
2.349.629,81 ton, ternyata Provinsi Jawa Timur mampu menyumbang
produksi terbesar yaitu 782738,04 ton atau 33,31% dari produksi garam
nasional. Sementara bila ditelisik lebih lanjut Pulau Madura yang terdiri
atas Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pemekasan dan Sumenep meru-
pakan kontributor terbesar produksi garam di Jawa Timur yang mencapai
82,47% dari total produksi garam di Jawa Timur. Sehingga menjadi sangat
mafhum tatkala dikatakan Madura sebagai “Pulau Garam”.

Pegaram

Produsen garam di Indonesia selain dilakukan oleh perusahaan
yaitu PT Garam juga dilakukan oleh pegaram rakyat. Sementara pegaram
rakyat terbagi atas pegaram pemilik lahan dan pegaram penggarap yang
dalam bahasa lokal Madura disebut Mantong.

Pegaram kategori mantong ini mendominasi dari pelaku pega-
raman rakyat dengan jumlah tak kurang dari 4.000 orang di Madura. San-
gat disayangkan ternyata mayoritas kehidupan pegaram rakyat masih be-
rada di bawah garis kemiskinan (Ihsannudin, 2012a). Beberapa kondisi
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tersebut secara umum diungkapkan oleh lhsannudin (2017) karena
adanya beberapa sebab:

1. Ketergantungan pada kondisi alam menyebabkan tingginya risiko dan
ketidak pastian.

2. Aplikasi teknologi tradisional yang menyebabkan efisiensi produksi ren-
dah.

3. Kualitas pelaku pegaraman (pegaram) yang masih rendah menyebab-
kan rendahnya adopsi inovasi.

4. Kelembagaan pemasaran yang masih belum pro terhadap pegaram
rakyat.

Gambar 1.2 Meja Kristalisasi Garam

Jika ditelisik lebih lanjut berdasar kajian di Madura, garam rakyat
rata-rata memiliki produktivitas 52,68 ton per hektar dengan rerata luas
pengelolaan lahan 2,06 hektar per musim produksi. Selama satu tahun
atau satu musim produksi, pegaram memiliki pendapatan Rp. 277.659 per
bulan atau Rp 9.255 per hari (lhsannudin, 2011). Nominal ini apabila
dikomparasikan dengan kriteria Bank Dunia yang menyatakan bahwa
kemiskinan adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 2 dollar per hari
(sekitar Rp. 30.000,-per hari), maka pegaram rakyat ini perlu memperoleh
perhatian serius. Belum lagi tingginya ketergantungan pada faktor alam
menjadikan usaha ini memiliki risiko dan ketidakpastian tinggi. Demikian
pula kelembagaan pegaram rakyat masih belum memiliki posisi tawar
yang kuat.
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Tanah

Guna memenuhi kebutuhan garam nasional pemerintah telah
mencanangkan program swasembada garam nasional. Upaya ini pastinya
tak lepas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pegaram rakyat.
Upaya ini dapat berjalan lancar jika lembaga yang berkepentingan dengan
pegaraman mampu berjalan sinergis sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing termasuk yang berkenaan dengan lahan/tanah.

Intervensi kajian pertanahan menjadi faktor determinan yang sig-
nifikan. Rekayasa luasan koam penampungan air muda (bozem), pemini-
han dan meja kristalisasi sangat berperan. Produksi garam rakyat yang
optimal setidaknya memerlukan luasan lahan 3 hektar. Namun sa-
yangnyanya mayoritas penguasaan lahan masih pada kisaran 2 hektar
dan itupun dalan kondisi terpolarisasi (Rochwulaningsih. 2009; Ihsan-
nudin, 2012). Lebih lanjut lhsannudin (2012) mengungkapkan bahwa ke-
bijakan pertanahan ini akan membantu pegaram rakyat dalam hal pening-
katan produktivitas, efisiensi biaya serta peluasan lahan pegaraman baik
melalui hak pakai maupun redstribusi tanah.

Negara telah memiliki perangkat terkait pertanahan melalui
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
(Kementerian ATR/BPN). Dalam lingkup nasional, regional maupun
sektoral dinilai mempunyai peran strategis ikut serta dalam mengatasi
permasalahan pegaraman. Kementerian ATR/BPN mampu
melaksanakan fungsi: 1) legalisasi/ sertipikasi tanah dengan
mendasarkan UU 5/ 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
atau yang biasa disebut UUPA dan PP 24/1997 tentang Pendaftaran
Tanah dengan peraturan pelaksanaannya; 2) tata guna tanah melalui
konsolidasi dan penertiban serta pedayagunaan tanah-tanah terlantar (PP
10/ 2010 dan Peraturan Kepala BPN 4/ 2010); 3) pemberdayaan
masyarakat dengan menjadikan tanah sebagai cash capital guna
keberlanjutan usaha; serta serta 4) fungsi tata ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang, seperti yang diamanatkan oleh UU No.26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang.

Kebijakan tata ruang sebagaimana diamanatkan UU 26/2007
tentang penataan ruang secara makro berpengaruh dalam upaya
peningkatan produksi garam dan kesejahteraan pegaram rakyat.
Perencanaan penataan ruang yang baik akan menjamin keberlangsungan
penggunaan pemanfaatan tanah yang berkelanjutan, demikian pula dalam
pengelolaan tanah pegaraman. Sementara itu, penataan kawasan
pegaraman melalui konsolidasi tanah juga dapat memberikan kontribusi
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signifikan untuk mengoptimalkan lahan garam dan mengefisiensikan
biaya guna meningkatkan pendapatan pegaram rakyat.

Walaupun tanah memiliki peran yang sangat penting dalam
produksi garam, ternyata tanah pegaraman masih dilingkupi beberapa
permasalahan. Pertama, seringkali penataan ruang dan pengendaliannya
belum secara efektif diterapkan di level daerah. Kawasan pegaraman,
yang sebagian besar terletak di wilayah pesisir, merupakan kawasan
khusus yang seharusnya ditata berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ada dalam kewenangan
Pemerintah Provinsi, dimana saat ini ketersediaan RZWP3K di seluruh
wilayah Indonesia masih mencakup kurang dari 30%. Demikian halnya
dengan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara
efektif untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang. Kedua, masih
banyak tanah pegaraman rakyat yang belum terlegaliasi/ bersertifikat
akibat kurangnya kesadaran pegaram rakyat serta potensi konflik dan
sengketa pertanahan. Ketiga, Kketerbatasan pegaram penggarap
(mantong) terhadap akses tanah, padahal sekitar 80% pegaram rakyat
yang memiliki kesejahteraan rendah adalah mantong.
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GARAM

Garam

Sebagaimana diketahui bahwa garam selain diperuntukkan untuk
konsumsi juga dipergunakan untuk konsumsi. Komponen utama dari ko-
moditas garam adalah adanya kandungan NacCl selain kandungan ai, Mg,
Ca, Fe, K, sulfat dan unsrr tambahan atau tanpa tambahan iodium. Pem-
bedaan garam industri/ penolong industri didasarkan pada kandungan
NaCl. pada Merujuk pada Permendag 125/2015 dan diperbaharui
Permendag 63/2019 yang dinamakan garam industri baik sebagai bahan
baku maupun bahan penolong industri adalah garam dengan kandungan
NaCl sama dengan atau lebih dari 97% namun kurang dari 100%. Adapun
garam konsumsi adalah garam dengan kandungan NaCl sama atau lebih
dari 94% namun kurang dari 97%.

Garam industri secara garis besar dibedakan menjadi industri CAP
dan Farmasi serta Industri Non-CAP. Industri CAP atau Chlor Alkali Plan
atau soda kostik memerlukan syarat logam berat tidak melebihi 200 ppm
(Ingot dan Lestari. 2016). kandungan atau (Chlor Merujuk pada road map
industri sesuai permenperin 88/2014, garam industri diperuntukkan bagi
industri kimia minimal Kandungan NaCl adalah 96% yang berguna untuk
produksi kertas, produksi PVC, sabun atau detergen serta tekstile. Untuk
bahan baku atau bahan penolong industri berbagai produk pangan mau-
pun minuman. Dalam aplikasinya garam konsumsi dapat ditamba iodium
maupun tanpa penambahan iuodium. Umumnya industri yang membutuh-
kannya adalah mie, roti/biskuit serta berbagai jenis minuman. Industri far-
masi memerlukan garam dengan kandungan NaCl minimal 99,8% guna
produk cairan infus, cairan hemodialisa dan garam murni. Pada industri
perminyakan, garam diperlukan sebagai bahan penolong pengeboran
minyak dengan kada NaCl minimal 95%. Garam sangat diperlukan dalam
industri penyamakan kulit dengan kadar NaCl minimal 85%. Demikian juga
garam dibutuhkan dalam industri untuk pemurnian air dengan kadar NacCl
yang diperlukan antara 85% hingga 95%.

Paparan Ingot dan Lestari (2016), mengklasifikasikan garam kon-
sumsi ini termasuk industri aneka pangan dan industri pengasinan ikan.
Bila merujuk pada Permenperin 88/2014 Tentang Perubahan
Permenperin 134/2009 Tentang peta Panduan (Road Map) Pengem-
bangan Klaster Industri Garam, secara garis besar garam juga dibedakan
menjadi garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi dapat
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dibedakan menjadi garam rumah tangga dan garam diet. Semua garam
tersebut memerlukan penambahan iodium atau memerlukan proses io-
disasi. Pada garam konsumsi untuk diet memerlukan syarat khusus
dengan kadar NaCl maksimal 60%. Sementara untuk garam industri
dibedakan atas klasifikasi kandungan NacCl.

Air Laut  |qefe Teknologi Solar
* Evaporation
Garam Konsumsi: ||<— Garam - Garam Industri:
Rumah Tangga Industri Kimia
NaCl Min 94% NaCl Min 96%
Diet Industri Aneka
NaCl Maks 60% Pangan

NaCl Min 97%
dengan atau tanpa
iodium

Industri Farmasi
NaCl Min 99,5%

Industri Permin-
yakan
NaCl Maks 95%

Water Treatment
NaCl Min 85%

Industri Pen-

yamakan Kulit
NaCl Min 85%

Gambar 2. 1 Klasifikasi Garam Sesuai Permenperin
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Garam secara kualitas juga dibedakan menjadi 2 grade atau Kuali-
tas dengan mendasarkan pada Peraturan Dirjen Perdagangan Luar
Negeri No 02/Daglu/Per/5/2011 Tentang Penetapan Harga Penjualan
Garam di Tingkat Petani Garam. Garam Kualitas 1 adalah garam dengan
kadar NaCl minimal 94,7%, warnanya putih bening dan bersih serta uku-
ran butiran minimal 4 mm. Garam kualitas 2 adalah garam dengan kadar
NaCl antara 85% hingga kurang dari 94,7% dengan warna putih dan uku-
ran butiran minimal 3 mm.

Proses Produksi

Proses produksi garam dapat berasal dari penambangan ada juga
yang berasal dari proses. Produksi garam dari penambangan dapat dilihat
dilihat di Salzburg Austria, di Berchtesgaden Jerman serta di kawasan
Himalaya Khewra Pakistan Himalaya. Sementara produksi garam di In-
donesia umumnya melalui proses dengan menggunakan metode pen-
guapan matahai atau solar evaporation.

Sistem produksi garam rakyat masih mengunakan metode non-
tingkat atau biasa diistilahkan dengan alir pungut. Hal ini berbeda dengan
metode bertingkat sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Garam yang
telah menggunakan sistem bertingkat. Dalam sistem bertingkat air laut
dialirkan melalui beberapa proses mulai dari bozem, peminihan hingga
meja kristalisasi. Hasil dengan metode bertingkat ini jauh lebih bagus
dibandingkan dengan dengan metode non-bertingkat (PT. Garam, 2010).
Sistem garam rakyat secara umum masih menggunakan teknologi yang
sederhana dengan berbagai keterbatasan.

Gambaran produksi garam rakyat diambil dengan mengambil ka-
sus di Kabupaten Sampang Jawa Timur. Persiapan produksi dilakukan
mulai bulan Juni hingga bulan Juli. Sementara masa produksi berjalan
mulai bulan Juli/ Agustus hingga bulan November. Sementara pada bulan
sisa yaitu Desember hingga Mei atau memasuki musim penghujan, lahan
pegaraman biasanya dibiarkan atau dibudidayakan ikan atau udang.
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Gambar 2.2 Kincir Air di Pegaraman

Produksi garam sebenarnya tidak memerlukan peralatan atau in-

put yang banyak. Input utama adalah lahan dan air laut. Sementara
peralatan yang umumnya diperlukan adalah:

a.

-~ 0o a0 o

kincir untuk menaikkan air laut ke kolam tambak.

Pompa air untuk mengalirkan air laut dalam jumlah lebih besar
Cangkul untuk merapikan lahan pegaraman dan saluran
Bome meter untuk mengukur tingkat salinitas air

Lelet dan bambu untuk meratakan lahan pegaraman

Gelidik atau roda yang terbuat dari paralon yang disemen untuk me-
madatkan lahan pegaraman

Pengais atau serok yang siperlukan untuk Sarana produksi garam
sebenarnya

Gerobak untuk mengangkut garam saat pemanenan.

Gambar 2.3 Bome Meter
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Lahan pegaraman rakyat dalam upaya memproduksi garam akan
dibagakan dibagi menjadi 3 bagian besar:

a. Bozem atau kolam penampungan air laut dengan kadar garam rendah
atau biasa disebut dengan air muda. Bozem ini memiliki kedalaman
sekitar setengah meter dengan kadar garam 3,5° Be. Air di bozem ini
ditahan sekitar 10-12 hari.

b. Peminihan atau kolam antara sebelum menuju ke kolam kristalisasi
garam atau biasa disebut meja garam.

*= Peminihan-1 dengan kedalaman 30 cm, kadar garam 5°- 7°Be dan
tersimpan antara 3 hingga 4 hatri;

= Peminihan-2 dengan kedalaman 20 cm, kadar garam 7°- 10° Be
dan tersimpan sekitar 2 hari;

*= Peminihan-3 dengan kedalaman 15 cm, kadar garam 10°- 12°Be
dan tersimpan sekitar 2 hari.

*= Peminihan-4 dengan kedalaman 15 cm, kadar garam 12°- 17°Be
dan tersimpan sekitar 2 hari.

* Peminihan-5 dengan kedalaman 10 cm, kadar garam 17°- 23°Be
dan tersimpan sekitar 1 hari.

c. Kolam kristalisasi atau meja garam adalah kolam atau petak tambak
dimana garam akan terbentuk. Air yang dialirkan ke meja garam ini
telah memiliki kadar garam 24,5°— 29,5° Be dengan kadar NaCl lebih
dari 90% dan tersimpan antara 1 — 2 hari.

Secara garis besar prosentase penggunaan lahan untuk proses ini 20%
untuk bozem, 50% untuk peminihan dan 30% untuk meja garam.

> —» —>
1 2 3 4 5 l |
]

v

|

v

- -

H_}\ ~ I\ )
Bozem Peminihan Meja Garam

Gambar 2.4 Proses Produksi Garam
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Masa produksi garam mulai awal hingga panen secara total me-
merlukan waktu berkisar 25 — 27 hari. Setelah garam terbentuk maka
garam akan dilakukan pengarungan atau langsung dipungut untuk di-
tumpuk di suatu lokasi atau di gudang dalam bentuk curah.

Kelembagaan

Pembahasan terkait dengan kelembagaan ini menyangkut ragam
organisasi pegaram dan pranata yang melingkupi usaha pegaraman
rakyat. Untuk lebih menyederhanakan maka pengkajian menggunakan
sistem agribisnis meliputi sektor hulu (up-stream), produksi (on farm) dan
sektor hilir (down strem).

Dalam regulasi makro, pemerintah telah menerbitkan UU terkait
pegaram rakyat ini melalui UU 7/2016 Tentang perlindungan dan pem-
berdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Hadirnya
regulasi ini bagi sektor pegaraman rakyat ditujukan untuk:

1. Menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan usaha;
2. Memberikan kepastian usaha berkelanjutan;

3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petambak Garam; menguat-
kan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif,
maju, modern, dan berkelanjutan dengan prinsip kelestarian ling-
kungan;

4. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang
melayani kepentingan usaha;

5. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencema-
ran;

6. Menjamin keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Dalam pelaksanaannya UU ditujukan kepada petambak garam (pegaram)
yang terdiri atas petambak garam kecil, penggarap dan petambak garam
dengan luasan 5 — 15 hektar.

Pegaram rakyat pada masa program PUGAR (Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat) yang diluncurkan Kementerian Kelautan dan Peri-
kanan telah dibentuk kelompok Kelompok Usaha Garam (Kugar). Dalam
renstra KKP disebut bahwa program Pugar telah dijalankan pada Kugar
di 23 Kabupaten/ Kota. Merujuk pada Permen KKP 41/2011, Kugar adalah
kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dil-
akukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara pe-
rebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau

12



Memberdayakan Tanah Bagi Pegaram Rakyat
lhsanuddin, Sukmo Pinuji

dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi
garam skala rumah tangga). Secara nasional tak kurang terdapat 2.057
Kugar dengan jumlah anggota tak kurang dari 14.400 pegaram (lzzaty &
Permana. 2011).

Selain Kugar, pegaram rakyat juga membentuk asosiasi-asosiasi
secara mandiri yang berasal dari inisiatif masyarakat. Untuk wilayah Ma-
dura tak kurang terdapat 15 asosiasi pegaram yang dibentuk mandiri.
Demikian juga selayknya perlu ada Dewan Garam nasional yang mampu
menjembatani komunikasi pegaram rakyat dengan pemerintah agar lebih
efektif.

Di sektor hulu pemerintah dengan program PUGAR pemerintah
melalui Kementerian KKP memberikan bantuan dan pendampingan ket-
erampilan, pengetahuan, keahlian serta BLM (Bantuan Langsung
Masyarakat). Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan tamba-
han input bagi pegaram rakyat. Bagi pelaku usaha pegaraman dengan
kategori mantong, maka semua input dan peralatan berasal dari pemilik
lahan.

Sektor produksi atau on farm apabila pelaku usaha merupakan
mantong maka akan ada sistem pembagian hasil dengan pemilik lahan.
Kasus di Sampang, dimana sebagian besar lahan pegaraman dikelola
oleh mantong berlaku sistem bagi hasil 30% dari hasil garam untuk man-
tong dan 70% dari hasil garam untuk pemilik lahan pegaraman.

Pegaram rakyat umumnya masih terbatas melakukan aktivitas di
sektor hilir (down stream). Umumnya pegaram rakyat tidak melakukan
proses pencucian garam namun langsung dikarungi atau ditumpuk
setelah pungut dari meja garam. Selanjutnya garam tersebut akan lang-
sung dipasarkan. Berdasarkan kajian Fauziyah & lhsannudin (2014) ter-
dapat 2 saluran pemasaran garam yang terjadi di Pamekasan.

Saluran Pemasaran 1:

[ Pegaram }Q[ Tengkulak }j[ Pedagang }j[ Pabrik }
Besar

Saluran Pemasaran 2:

EEN
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Lebih lanjut dinyatakan bahwa kedua saluran pemasaran tersebut masih
dinyatakan tidak efisien. Selain share yang diterima pegaram masih relatif
kecil, harga yang diterima juga masih dibawah ketentuan pemerintah. Se-
bagaimana diketahui bahwa berdasarkan SK Dirjen Daglu 02/2011 dise-
butkan bahwa garam dari collecting point untuk kualitas 1 ditetapkan
harga terendah Rp.750.000,- per ton dan kualitas 2 ditetapkan harga ter-
endah Rp.550.000,- per ton. Collecting point yang dimaksud adalah lokasi
pengumpulan garam yang dapat dijangkau oleh truk atau kendaraan se-
jenisnya.

Berbicara masalah harga di pegaram rakyat, sebenarnya tak lepas
dari pembicaraan impor garam karena akan berpengaruh pada harga. Ke-
tentuan impor garam terbaru merujuk pada Permendag 69/2019 Tentang
Ketentuan Impor Garam. Beberapa poin penting dalam regulasi tersebut
adalah:

1. Menteri (perdagagan) memiliki kewenangan memberikan persetujuan
impor garam.

2. Importir garam adalah perusahaan yang melakukan kegiatan im-
portasi garam untuk kebutuhan usahanya.

3. Jenis garam yang dapat diimpor adalah garam untuk pemenuhan ba-
han baku dan bahan penolong industri serta garam selainnya (semi-
sal garam konsumsi dan untuk aneka pangan)

4. Kriteria garam bahan baku dan penolong industri adalah garam
dengan kandungan NaCl 97% atau lebih namun kurang dari 100%
yang dihitung dari basis kering.

5. Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah
mendapat Persetujuan Impor Garam dari Menteri dapat mengimpor
garam guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong
industri.

6. Sementara garam diluar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan
bahan penolong industri diimpor oleh Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang
berlaku sebagai API, yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari
Menteri.

Sebagai catatan, Perusahaan pemilik NIB (Nomor Induk Baku) sebagai
identitas pelaku usaha, diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single
Submission) atau perijinan berusahasetelah pelaku usaha melakukan
pendaftaran. Sementara API-P atau Angka Pengenal Importir Produsen
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merupakan tanda pengenal sebagai importir produsen. Berdasarkan pa-
paran regulasi tersebut mengindikasikan adanya kemudahan bagi pelaku
usaha melakukan impor garam. Kondisi dikhawatirkan menjadi penyebab

rendahnya harga garam rakyat.
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KERENTANAN PEGARAM

Pegaram rakyat posisinya masih diliputi kerentanan baik secara
sosial, ekonomi dan kelembagaan termasuk dalam sektor kebijakan per-
tanahan. Permasalahan masyarakat pegaram ini terjadi mulai dari sektor
hulu hingga ke sektor hilir. Pada sektor hulu pegaram rakyat sudah
dihadapkan pada lemahnya iktikad lembaga keuangan yang bersedia
membiayai produksi garam sebagai unit usaha produksi produktif. Selama
ini asset tanah pegaraman dinilai dengan melihat nilai jual obyek pajak
(NJOP) yang berlaku dan bukan pada asset ekonomi produktif. Sementara
kelembagaan kelompok pegaram yang ada belum mampu memberikan
nilai tawar yang signifikan bagi kelangsungan usaha produksi garam.

Pada sisi on farm, sebagaimana yang dimaklumi bahwasannya
usaha pegaraman ini mengandalkan sinar matahari (solar evaporation)
dan sangat tergantung pada iklim/musim dan kondisi tanah yang spesifik.
Sehingga tidak semua garis pantai dapat dijadikan tanah pegaraman.
Keberadaan luas tanah pegaraman menjadi faktor penting dalam produksi
garam. Selama ini kepemilikan dan penguasaan tanah pegaraman sangat
bervariasi. Petani yang memiliki tanah pegaraman luas cenderung mem-
peroleh pendapatan yang besar dan sangat timpang jika dibandingkan
dengan petani dengan luas tanah pegaraman yang lebih kecil.

Dilihat dari masa produksi, dalam satu tahun (selama 12 bulan)
produksi garam hanya berlangsung maksimal selama 6 bulan dan bisa
kurang jika musim hujan datang lebih awal. Sehingga praktis sisa bulan
(pada musim hujan) petani tidak dapat memproduksi garam. Selama ini
sisa masa produksi garam dimanfaatkan petani garam untuk mengu-
sahakan ikan namun kurang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga
tidak mengherankan justru banyak petani garam yang berpindah profesi
pada saat memasuki musim hujan. Disamping itu, selama ini proses
produksi garam oleh petani masih banyak yang menggunakan teknologi
tradisional. Meskipun telah banyak diintroduksi teknologi pembuatan
garam semisal pemberian zat aditif, penggunaan geo membrane namun
penggunanya masih terbatas pada petani garam dengan modal besar.

Permasalahan yang dihadapi petani garam tidak berhenti pada
tingkatan on farm. Setelah garam diangkat dari tanah pegaraman perma-
salahan harga menjadi permasalahan krusial yang dihadapi petani.
Keberadaan garam impor seringkali menjadi permasalahan harga garam
yang ada di lapangan. Demikian pula implementasi harga minimal garam
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sebagaimana ada pada SK Dirjen Daglu 02/2011 tak sepenuhnya atau
jarang terelaisasi di lapangan.

Berbicara petani garam tentu juga tak terlepas dari membicarakan
petani penggarap atau dalam bahasa Madura disebut mantong.
Hubungan patron — client semakin memperburuk keberadaan mantong.
Selama ini mantong mendapatkan bagian sepertiga dari hasil jika biaya
input berasal dari patron. Sementara mantong akan mendapatkan separo
hasil jika mantong turut berperan dalam memberikan biaya input. Hal ini
sebagaimana yang diungkapkan Rochwulaningsih (2007) bahwa problem
mendasar yang dihadapi petani garam, yaitu beroperasinya sistem
kapitalisme yang mengantarkan mereka pada kondisi yang termarjinalkan.

Sosial

Gambaran sosial pegaram rakyat coba dilakukan dengan melihat
kondisi di 3 Kabupaten di Pulau Madura (Sampang, Pamekasan dan
Sumenep) selaku penghasil utama garam di Pulau Madura. Secara
umum, umur pegaram rakyat di Madura memiliki rentang antara 27 hingga
62 tahun. Pegaram dengan rentang umur tua terdapat di Kabupaten Sam-
pang dan Pamekasan yaitu berumur diatas 40 tahun. Sementara pegaram
muda (dibawah 40 tahun) ada di Kabupaten Sumenep. Kelompok umur
yang lebih muda ini memungkinkan percepatan perubahan dalam dina-
mika masyarakat. Masyarakat yang lebih tua cenderung sulit untuk
menerima lah biasa dilakukan (Kartasaputra, 1991).

Keberadaan umur petani juga berkaitan erat dengan pengalaman
usaha pegaraman. Pengalaman pegaram dalam melakukan usaha pega-
raman layak dikaji, mengingat petani garam yang telah berpengalaman
dalam melakukan usaha pegaraman akan mempunyai sikap yang cermat
dalam membuat keputusan dalam usaha pegaraman. Sebenarnya bagi
masyarakat Madura melakukan usaha pegaraman adalah usaha yang te-
lah dilakukan sejak lama (de Jong, 2011). Petani garam yang melakukan
usaha pegaraman sebagian besar mempunyai pengalaman usaha yang
cukup lama yakni antara 18-28 tahun. Lama pengalaman yang dimiliki ter-
sebut telah cukup mampu untuk dapat memberikan kontribusi dalam
mengambil keputusan melakukan usaha pegaraman ini. Sebagian besar
petani garam dalam sepanjang waktunya menggunakan pengalamannya,
intuisi, budaya lokal dan kecerdikan. Beberapa pegaram beranggapan
bahwa usaha pegaraman adalah kebiasan turun temurun yang dilakukan
setiap musim kemarau. Dengan demikian meski dalam keadaan yang
tidak menentu pegaram tetap melakukan usaha pegaraman ini.
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Pendidikan pegaram rakyat juga perlu dilakukan pengkajian meng-
ingat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keber-
hasilan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat
meningkatkan produktivitas kerja karena dengan pendidikan dapat men-
gubah pola hidup serta pola pikir manusia yang sebelumnya kurang ra-
sional akan menjadi lebih rasional untuk bertindak positif dan
menghasilkan produktivitas kerja tinggi. Artinya, pengkajian pendidikan
pegaram rakyat perlu dilakukan karena berpengaruh terhadap perilaku
pegaram dalam mengambil keputusan.

Informasi tentang pendidikan para pegaram menyangkut lamanya
pegaram mengenyam pendidikan yang dikategorisasikan dalam tingkat:
tidak lulus Sekolah Dasar (SD), lulus SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
hasil penelusuran menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan pega-
ram rakyat adalah tamatan SD atau bahkan tidak tamat SD. Hal ini dapat
menggambarkan masih rendahnya kualitas sumberdaya pegaram rakyat.
Gambaran agak unik ditemukan di Sumenep, dimana keberaadan pega-
ram rakyat yang telah mengenyam pendidikan hingga SMA bahkan sar-
jana sudah cukup banyak. Ini menunjukkan pegaram di Sumenep relatif
memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Sebenarnya, pendidikan
yang diperoleh akan memberikan pola pemikiran pegaram yang rasional
dalam upaya pemecahan masalah yang tepat (Ban dan Hawkins, 1999).
Sehingga dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya ber-
dasarkan pada harapan dan intuisi yang tidak dapat dipertimbangkan
secara logis.

Penelaahan aspek sosial pegaram ini juga dapat dilihat dari modal
sosial (social capital). Penelaahan ini memiliki peran penting dalam
strategi mengurangi tingkat kemiskinan termasuk bagi pegaram rakyat
(Grootaert & Van Bastelaar, 2002). Inisiasi pembahasan modal sosial
perlu melihat modal sosial struktural dan modal sosial kognitif. Modal so-
sial struktural dikaji berdasarkan dimensi jumlah organisasi pegaram,
keragaman keanggotaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Sementara modal sosial kognitif dilihat dari dimensi solidaritas, ke-
percayaan dan kerjasama serta resolusi konflik.

Terkait dengan modal sosial struktural, sebagian besar kelompok
pegaram rakyat yang ada saat ini terbentuk bersifat top down karena
adanya program bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar)
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinamakan Kugar
(Kelompok Usaha Garam rakyat). Keanggoataan Kugar ini terdiri dari peg-
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aram pemilik lahan, matong dan juga penyewa. Jumlah kugar di Kabu-
paten Sampang sendiri tak kurang dari adalah 219 kelompok, Pamekasan
123 kelompok dan Sumenep 142 kelompok. Sampai saat ini keanggotaan
Kugar belum mencakup seluruh pegaram rakyat yang ada dan
rencananya akan terus bertambah pada tahun selanjutnya.

Para pegaram rakyat terdorong bergabung dalam Kugar bukan
atas dasar kemauannya sendiri namun lebih pada karena adanya motivasi
memperoleh bantuan. Para pegaram rakyat juga belum memahami akan
hak dan kewajiban serta regulasi yang ada dalam kelompok tersebut. Para
pegaram rakyat lebih hanya mengikuti arahan beberapa tokoh pegaram
yang dianggap paham bahwa pembentukan kelompok ini untuk dapat
memperoleh bantuan. Sehingga tidak mengherankan jika para pegaram
dalam Kugar ini memiliki partisipasi rendah, kurang berperan dan cender-
ung dikuasai oleh kelompok elit yang ada pada kelompok tersebut.

Sementara organisasi/ kelompok pegaram yang bersifat bottom up
terdiri atas asosiasi-asosiasi yang jumlahnya tidak kurang ada 15 asosiasi
di wilayah Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Di salah satu kecamatan
di Kabupaten Sampang terdapat satu asosiasi pegaram yang meskipun
bersifat bottom up, organisasi pegaram ini cenderung bersifat menara
gading. Organisasi diisi oleh kaum-kaum terdidik dan elit yang justru
seringkali juga memainkan peran ganda yakni sebagai petani sekaligus
pedagang. Sehingga seringkali kondisi ini menimbulkan konflik kepent-
ingan. Organisasi dalam skala lebih besar berupa Dewan Garam Nasional
berkedudukan di Pamekasan. Dewan garam ini berupaya untuk
mengkoordinasikan banyaknya asosiasi-asosiasi yang secara mandiri
muncul dan berupaya memperjuangkan kepentingan para pegaram
rakyat. Meski demikian sebagian besar pegaram masih belum mengenal
keberadaan Dewan Garam nasional ini. Lembaga mandiri yang lebih kecil
lagi seperti KUB (kelompok Usaha Bersama) di bidang garam juga ter-
dapat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. KUB tersebut ada-
lah KUB Sumber Segara dan KUB Bumi Makmur. Organisasi ini ada se-
bagai wadah binaan petani garam yang dilakukan oleh penggiat pem-
berdayaan masyarakat yang dimotori oleh lembaga perguruan tinggi. Or-
ganisasi ini menjadi wadah pembelajaran dan upaya bagi petani garam
untuk belajar organisasi dan mencapai kesejahteraan.

Penelusuran modal sosial kognitif dari dimensi solidaritas
menunjukkan tingkatan sedang. Solidaritas masyarakat pegaram masih
berkisar pada tataran komunal yang terdiri atas keluarga, tetangga dan
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tokoh informal. Kehadiran pada pihak eksternal masih belum begitu mem-
peroleh tempat yang berarti.

Sementara untuk trust dan kerjasama para pegaram juga
menunjukkan tingkatan sedang. Budaya gotong royong masih kentara an-
tara pegaram satu dengan yang lain. Meski demikian, gotong royong ja-
rang dilakukan pada usaha yang terkait dengan usaha pegaraman.
Umumnya, gotong royong dilakukan pada aktivitas kemasyarakatan dan
keagaamaan. Terakhir dari dimensi konflik, jarang ditemukan konflik da-
lam melakukan usaha pegaraman diantara petani terkait pengelolaan
sumberdaya air dan sebagainya. Konflik yang sesekali terjadi adalah
pengakuan hak batas tanah pegaraman. Apabila terjadi konflik masyara-
kat masih mempercayakan penyelesaiainnya kepada tokoh agama yang
disegani.

Ekonomi

Kondisi ekonomi pegaram rakyat dapat dilihat dengan
menggunakan pendekatan analisis pendapatan dan konsumsi serta be-
berapa faktor dimensi yang berpengaruh. Pendapatan pegaram rakyat da-
lam melakukan usaha pegaraman diperhitungkan dengan mengurangkan
nilai penjualan garam dengan biaya produksi dengan kasus musim
produksi 2012. Biaya produksi yang dimaksudkan adalah biaya yang
dikeluarkan dalam melakukan usaha pegaraman. Biaya tersebut meliputi
biaya peralatan produksi, biaya garap, biaya pungut, biaya pengarungan,
biaya pengangkutan dan biaya lain-lain.
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Tabel 3.1 Biaya Produksi Garam Per Hektar Per Musim

o Besar Biaya Persentase
Jenis Biaya

(Rp/ha) (%)
Biaya Peralatan 1.929.161 11.77
Garap 6.613.200 40.34
Pungut 1.058.667 6.46
Pengarungan 2.307.893 14.08
Pengangkutan 3.705.333 22.60
Biaya Lain-Lain 780.712 4.76
Total 16.394.966 100

Sebagian besar (40,34%) biaya yang dikeluarkan pegaram adalah untuk
tenaga kerja pada saat penggarapan persiapan lahan sebelum panen dan
pemeliharaan (maintenance) selama masa panen. Besarnya biaya tenaga
kerja ini dikarenakan mahalnya biaya tenaga kerja yang perlu dibayar un-
tuk proses tersebut, yaitu berkisar antara Rp 45.000 hingga Rp 50.000 per
hari. Kegiatan tenaga kerja selanjutnya adalah pada pemanenan yang bi-
asanya dipungut setiap 10 hari sekali.

Dari biaya korbanan yang dikeluarkan tersebut, pegaram akan
memperoleh penerimaan yang digambarkan dengan mengalikan jumlah
produksi per hektar per musim dengan harga yang diterima per hektar per
musim. Berdasarkan usaha garam pada musim 2012 diperoleh rata-rata
produksi per hektar per musim sebesar 52,93 ton dengan harga rata-rata
yang diterima adalah Rp. 484 per kilogram. Sehingga dengan demikian,
penerimaan pegaram tersebut adalah Rp. 25.640.907. Setelah dikurangi
dengan biaya (Rp 16.394.966) maka diperoleh pendapatan pegaram
sebesar Rp 9.245.941 per hektar per musim. Apabila diproksikan dalam
satu tahun maka pendapatan pegaram adalah sebesar 770.495 per hektar
per bulan. Jika pegaram tersebut adalah berstatus sebagai mantong,
maka pendapatannya adalah 30% dari jumlah atau sebesar Rp 231.148
per hektar per bulan. Nilai ini bisa saja akan menjadi lebih rendah jika
harga garam juga kembali turun seperti pada pertengahan musim tahun
2012. Dimana harga garam bisa menyentuh harga Rp 250 per Kilogram.

Eksplorasi informasi terkait rata-rata pengeluaran pegaram per bu-
lan adalah Rp 931.875. Pengeluaran ini umumnya terdistribusi untuk
keperluan konsumsi, energi, pendidikan sosial dan lain-lain. Berdasarkan
kondisi seperti ini maka sebuah keluarga pegaram rakyat dengan
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kepemilikan lahan pegaraman 1 hektar pendapatannya masih kecil
dibandingkan pengeluarannya. Dimana pendapatan per tahun sebesar
82,68% dari kebutuhan hidup. Jika ditilik lebih lanjut berdasarkan katego-
risasi kemiskinan yang disampaikan Sajogya, maka pegaram rakyat ter-
sebut masuk pada kategori miskin.

Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada pegaram dengan status
mantong. Pegaram dengan status mantong ini pendapatannya hanya
mampu memenuhi 24,80% dari kebutuhan hidupnya atau masuk pada kat-
egori sangat miskin. Sehingga dengan demikian, paling tidak pegaram
rakyat memerlukan minimal 2 hektar tanah pegaraman untuk dapat hidup
dengan lebih baik. Dengan luasan ini nantinya petani garam tersebut akan
memperoleh pendapatan sebesar Rp 1.540.990 per bulan. Pendapatan
sejumlah ini akan mampu memenuhi 165,34% kebutuhan hidupnya atau
masuk pada kriteria hampir miskin.

Secara ekonomi besarnya jumlah anggota rumah tangga dapat
menjadi aset (modal), bila semua anggota rumah tangga dilibatkan dalam
proses produksi garam. Banyaknya anggota rumah tangga akan
berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja dalam usaha namun
sekaligus juga dapat menjadi beban rumah tangga dalam penyediaan
kebutuhan sehari-hari (lhsannudin, 2010). Jumlah anggota rumah tangga
yang dimiliki akan menggambarkan banyaknya anggota rumah tangga
yang menjadi tanggungan. Jumlah tanggungan keluarga pegaram yang
melakukan usaha pegaraman banyak didominasi oleh pegaram yang
mempunyai tanggungan keluarga sebanyak kurang atau sama dengan 5
orang (64%). Hal ini mengimplikasikan bahwa petani garam yang
melakukan usaha pegaraman mempunyai lebih sedikit modal berupa
tenaga kerja dalam keluarga yang dapat membantu melakukan aktivitas
usaha pegaraman. Sebenarnya dengan adanya tambahan modal berupa
tenaga kerja dalam keluarga ini maka petani garam dapat menekan biaya
yang dikeluarkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan
petani garam.

Kerentanan pegaram aspek ekonomi juga menyentuh harga dan
pemasaran. Garam yang dipungut biasanya dijual kepada pedagang atau
ke pabrik pengolah garam. Namun jika garam tidak terserap pembeliannya
maka hasil pungutan garam tersebut akan disimpan di gudang atau di-
tumpuk di pinggir jalan atau di areal pegaraman dengan ditutup dengan
terpal menunggu hingga dapat dijual.

Terdapat tiga tipe harga jual yang diberlakukan pada komoditas
garam ini.
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1. Garam dijual pada kepada pedagang di meja garam. Tipe ini menjadi-
kan pegaram tidak perlu mengeluarkan biaya pemungutan garam,
pengarungan dan biaya transportasi dari meja garam dan biaya truk
ke pabrik garam karena sudah ditanggung oleh pedagang.

2. Garam dijual di collecting point (tempat pengumpulan garam di tepi
jalan yang dapat dijangkau oleh truck dan sejenisnya). Pada tipe ini
pegaram masih perlu mengeluarkan biaya pemungutan garam,
pengarungan dan transport menuju ke collecting point. Transport dari
meja garam ke collecting point biasanya menggunakan sepeda atau
biasa disebut dengan ojek sepeda. Bahkan untuk di beberapa tempat
di Kabupaten Sampang masih perlu biaya perahu karena letak lahan
pegaraman yang dibatasi oleh sungai / kanal laut.

3. Garam langsung dijual ke pabrik garam. Pada tipe ini maka pegaram

akan mengeluarkan biaya pemungutan, pengarungan, transportasi
dari meja garam ke collecting point dan biaya truck menuju ke pabrik.

Gambar 3.1 Pengangkutan Garam

Sebagai gambaran kerentanan pegaram dalam hal harga dan
pemasaran, dipergunakan asumsi harga garam yang diterima pegaram
ketika garam berada di collecting point. Berdasarkan hasil analisis harga
garam yang diterima pegaram di collecting point diperleh gambaran se-
bagai berikut:
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Tabel 4. 1 Harga Jual Garam Pada Collecting Point per Ton

Indikator Penilaian Harga Garam KP-1 Harga Garam KP-2

(Rp) (Rp)
Nilai Minimal 400,000 300,000
Nilai Maksimal 700,000 550,000
Rerata 466,000.86 430,000.52
Standar Deviasi 45.75 69.59

Pada garam kualitas 1 atau KP 1 dan kualitas 2 atau KP 2 menun-
jukkan, meski pada harga tertinggi yang diterima pegaram ternyata masih
belum dapat sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sesuai
regulasi SK dirjen Daglu nomor 02/ DAGLU/PER/ 5/ 2011 dinyatakan
harga garam untuk KP 1 adalah Rp. 750,000 per ton dan harga harga
garam untuk KP 2 adalah Rp. 550,000 per ton. Hal ini dapat terjadi karena
tabel atau pabrik beralasan, garam yang dihasilkan memiliki mutu yang
rendah tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kondisi ini menjadi
absurd karena memang dalam kriteria penilaian kualitas produk garam ke-
cenderungan subyektif cukup mengemuka. Kadar NaCl sebagai salah
satu indikator kualitas garam tentunya tidak dapat dinilai dengan tepat
hanya dengan cara visual. Demikian pula visualitas warna garam juga
menjadi sangat subyektif antar orang yang melihat. Kondisi ini menjadikan
posisi tawar tawar pegaram rakyat dalam menentukan harga garam men-
jadi demikian lemah dan lebih berperan sebagai price taker.

Gambar 3.2 Garam KP1 dan KP2
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Perlu diketahui bahwa struktur pasar komoditas garam cenderung
oligopsoni. Para pedagang/ pabrik berasalasan harga yang terbentuk itu
adalah mekanisme pasar yang terjadi. Dimana serapan garam oleh kon-
sumen pabrik masih rendah yang berarti bahwa masih ada stok garam di
pabrik yang belum terjual. Meski diperbolehkan melakukan impor namun
menurut regulasi faktor keberadaan stok perlu menjadi pertimbangan. Un-
tuk itu data stok garam menjadi demikian penting agar terhindar dari over
supply yang menyebabkan serapan dari garam rakyat menjadi rendah.

Budaya

Secara spesifik, berbicara garam dalam korelasinya dengan
masyarakat Madura adalah suatu hal yang tidak terpisahkan. Kabupaten
Sumenep dikenal sebagai Kabupaten yang merupakan cikal bakal pem-
buatan garam. Dikisahkan Syeh Anggasuta menemukan butiran Kristal
yang kemudian dibiarkan berminggu-minggu hingga akhirnya menjadi
garam. Di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kebun Dadap Kabupaten Su-
menep dikenal ada acara ritual nyadar. Acara ini dilakukan untuk menge-
nang Syech Anggasuta yang mengawali proses pembuatan garam. Dic-
eritakan bahwa Syech Anggasuta adalah pahlawan yang menyelamatkan
pelarian tentara Kerajaan Klungkung Bali yang kalah berperang melawan
Keraton Sumenep. Para pelarian inilah yang menjadi cikal bakal penduduk
Pinggir Papas.

Pegaram biasanya menggarap tanah pegaramanya selama 5-6
bulan saja, yakni pada musim kemarau. Selama musim penghujan petani
garam mengelola tanah pegaramannya untuk digunakan sebagai tambak
ikan dan udang. Namun demikian ada juga petani garam yang beralih
pekerjaan sebagai buruh di kota. Bagi para mantong selama tidak mem-
peroleh penghasilan, mereka meminjam uang dari pemilik tanah pega-
raman atau pedagang garam dengan perjanjian ikatan yang disepakati.
Kondisi seperti ini menjadikan para mantong terjebak pada ketergan-
tungan dengan pemilik tanah.

Ada temuan unik di Desa Tanjung Kecamatan Pademawau
Pamekasan, bahwa di desa tersebut ada budaya bergilir dalam usaha
produksi garam dalam keluarga. Tanah pegaraman yang diwariskan tidak
dibagi-bagikan kepada tiap anak, tetapi digilir pengusahaannya oleh tiap-
tiap saudara kandung per tahunnya, sehingga luas tanah pegaraman
keluarga tetap utuh. Demikian juga di Desa Karanganyar Kecamatan Kal-
ianget Sumenep petani garam ada yang telah menerapkan konsep corpo-
rate farming dalam melakukan usaha pegaraman.
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Gambar 3. 3 Sisa Kejayaan Lori Pengangkut Garam di Madura

Pertanahan

Upaya memahami kondisi pertanahan pada lahan pegaraman dapat
memfokuskan pegaraman di Pulau Madura. Sebagai penyumbang
produksi garam nasional, menjadikan Madura berjuluk sebagai pulau
garam. Garam diproduksi di seluruh kabupaten di Pulau Madura mulai dari
Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun Sumenep. Selain
diproduksi oleh rakyat, garam di Pulau Madura juga diproduksi oleh
perusahaan yaitu PT. Garam.

Lahan pegaraman di Kabupaten Bagkalan adalah yang tersempit di
Pulau Madura. Tercatat hanya ada 192,9 hektar di 5 kecamatan di
Kabupaten Bangkalan (maduranewsmedia.com. 2019) Demikian pula
pelaku pegaraman rakyat di Kabupaten Bangkalan juga yang paling
sedikit yaitu pada kisaran 117 pegaram (jitunews.com. 2015). Wilayah
produksi garam Kabupaten Bangkalan berada di pesisir uta. Ini berbeda
dengan kabupaten lain di Madura, yang umumny ada di pesisir selatan.

Kabupaten Sampang memiliki luas tanah pegaraman mencapai
4.382,7 hektar (Zainuri, dkk. 2014). Tanah pegaraman rakyat Kabupaten
Sampang tersebar pesisir selatan mencakup 6 kecamatan dan 23 desa
dengan total 1.201 bidang. Tanah pegaraman di Kabpaten Sampang,
selain dimiliki rakyat juga dimiliki oleh PT. Garam dengan kisaran luas
1.156,98 hektar yang berada di wilayah Kecamatan Pengarengan. Dian-
tara luasan tersebut terdapat 65,6 hektar yang dikelola pegaram sekitar
lokasi dengan sistem bagi hasil. Tanah pegaraman rakyat di Sampang se-
bagian besar dikelola oleh mantong dengan sistem bagi hasil dengan
pemilik tanah. Rata-rata mantong mengelola lahan pegaraman seluas 1-2
ha. Sebagian besar tanah pegaraman tersebut bukti pemilikannya masih
berupa pepel (98%) dan hanya 2% yang telah bersertifikat.
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Gambar 3. 4 Peta Tanah Pegaraman Kabupaten Sampang
(Sumber: Zainuri, dkk. 2014)

Tanah pegaraman di Kabupaten Pamekasan dikenal memiliki
produksi yang baik dan terkonsentrasi di pesisir selatan. Efendy, dkk
(2014) menyatakan tanah pegaraman rakyat di Kabupaten Pamekasan
mencapai luasan 1.898,18 hektar. Tanah pegaraman di Kabupaten
Pamekasan tersebar di 4 kecamatan yang terbagi pada kisaran 916 bi-
dang dengan rata-rata luas kepemilikan 1,2 hektar. Hasil sampling
menunjukkan hanya 2% bidang tanah pegaraman yang sudah memiliki
sertifikat kepemilikan. Sehingga terdapat tak kurang sekitar 587 bidang
tanah pegaraman yang belum memiliki sertifikat tanah. Tanah pegaraman
di Pamekasan memiliki karakteristik cenderung memajang di pesisir se-
latan. Garam produksi Pamekasan terkenal dengan kualitasnya yang ba-
gus jika dibandingkan dengan garam rakyat di wilayah lain. Sementara
produktivitas tanah pegaraman per hektar per musimnya mencapai 50 ton
per hektar. Tanah pegaraman Kabupaten Pamekasan memiliki kecender-
ungan upaya perluasan oleh pegaram rakyat. Tanah pegaraman sebagian
besar dikelola oleh mantong dengan sistem bagi hasil dengan pemilik
tanah. Sistem bagi hasil yang umumnya berlaku adalah 30% dari hasi un-
tuk mantong dan 70% dari hasil untuk pemilik tanah. Ada juga yang men-
erapkan sistem bagi hasil 50-50 jika pemilik tanah juga ikut memberikan
modal dalam usaha pegaraman. Sementara terdapat kisaran luas
1.086,32 milik PT Garam yang menyebar di wilayah Kecamatan Galis dan
Pademawu. Dalam upaya pemberdayaan, trdapat sekitar 78 hektar dik-
erjasamakan penggarapannya dengan 173 petani selama 1 tahun dan
senantiasa dikaji ulang setiap tahunnya. Lokasi.

Sementara produsen garam rakyat yang berada di paling timur Pu-
lau Madura ada di Kabupaten Sumenep. Effendy, dkk (2014) Tanah peg-
araman di Kabupaten Sumenep memiliki luas 6.221,2 hektar yang terdiri
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atas tanah pegaraman rakyat dan milik PT. Garam (Pegaraman |V).
Tanah PT Garam memlili luasan kurang lebih 3.358,34 hektar. Tanah peg-
araman di Kabupaten Sumenep tersebar di 9 kecamatan dan 41 Desa.
Luasan tanah pegaraman Kabupaten Sumenep berdasar Kugar DKP Su-
menep terbagi tak kurang dari 311 bidang dengan rata-rata luasan
kepemilikan 2,6 hektar. Hasil sampling menunjukkan bahwa cukup banyak
tanah pegaraman milik petani yang telah bersertifikat (70%). Sementara
itu luas tanah pegaraman milik PT Garam di Sumenep terdapat sekitar
3.358,34 hektar. Dalam upaya pemberdayaan, terdapat kurang lebih 200
hektar yang dikerjasamakan dengan pegaram rakyat.

Gambar 3.5 Situs Gedung PT Garam di Sumenep
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KEBIJAKAN PEGARAMAN

Upaya berbagai pihak terhadap komoditas garam ini terus
dilakukan. Diperlukan sebuah payung kebjakan yang tepat dan kuat guna
menjadi arahan pembangunan komoditas garam.

Dalam mengkaji kebijakan, terdapat banyak pendekatan
pengkajian yang dapat dipergunakan. Salah satu diantaranya adalah an-
alisis kebijakan yang menggunakan kerangka analisis teori kebijakan
ekonomi yang dicetuskan oleh Tinberger ( Ellis, 1992). Kerangka analisis
ini  mengungkapkan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam
melaksanakan kebijakan untuk dapat mengacu pada sasaran target dan
mendeteksi efek samping yang ditimbulkan. Kendala-kendala yang
dimungkinkan akan menghambat pelaksanaan kebijakan serta faktor
faktor diluar kontrol juga akan didentikasi guna meminimalisir kegagalan
dalam pencapaian sasaran kebijakan. Semua muara analisis kebijakan ini
adalah dalam upaya pencapaian kesejahteraan pegaram rakyat.

Hub Antar var

Varibel exogen dalam Model Varibel endogen Sasaran akhir
Instrumen Goal atau Variabel o Kesejahteraan
Kebijakan ———— target d Masyarakat

Kendala
Kendala

Faktor Diluar Efek Samping
Kontrol

Gambar 4.1 Kerangka kebiajakan Menurut Teori Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Garam Nasional

Perencanaan pembangunan nasional telah dituangkan dalam
Perpres 18/2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
2020-2024. Dalam dokumen tersebut juga disebut rencana pembangunan
terkait dengan komoditas garam. Dalam dokumen tersebut target produksi
garam nasional pada 2024 disebutkan harus mencapai 3,4 juta ton. Salah
satu strategi yang dilakukan akselerasi produksi melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi lahan pegaraman dan peningkatan kualitas garam. Sentra
produksi garam direncanakan di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan
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Nusa Tenggara. Pabrik garam industri juga ditetapkan menjadi poin
peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi.

o

'*g %‘

’3 Ikan Nila o Rumput Laut -
e Catfish @ Udang
° Ikan Bandeng 0 Garam

Gambar 4. 2 Sentra Produksi Garam dalam RPJMN 2020-2024
(Sumber: Perpres 18/2020)

Peningkatan produksi garam 3 juta ton pada 2020 dan terus
meningkat 3,1 juta ton, 3,2 juta ton, 3,3 juta ton dan 3,4 juta ton pada 2024
menjadi program prioritas. Guna pencapainnya maka akan dilakukan
fasilitasi lahan pegaraman 600 hektar pada 2020 dan meningkat menjadi
750 hektar pada 2021-2024 di 12 provinsi. Demikian juga akan dilakukan
revitalisasi sarana niaga garam rakyat di 12 provinsi sebayak 70 unit pada
2020 dan meningkat menjadi 100 unit pada 2021 hingga 2024. Dukungan
terhadap peningkatan produksi garam juga akan dilakukan pembangunan
saran dan prasarana sebanyak 4 unit pada 2020 dan 2 unit pada 2021
hingga 2024 di kawasan garam terpadu di 4 provinsi. Demikian juga akan
dilakukan pengadaan sarana dan prasarana tambak garam di 4 provinsi
sebanyak 4 unit pada 2020 dan 2 unit pada 2021 hingga 2024 melalui
KKP. Sementara pelaksanaannya melalui Pemda/DAK akan dibangun
sarana dan prasarana tambak garam di 13 provinsi sebanyak 13 unit pada
2020 hingga 2024. Terkait dengan inovasi teknologi akan dikembangkan
teknologi pilot project garam terintegrasi dan garam industri mulai 2020
hingga 2024.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku leading sector
komoditas garam telah mengeluarkan Permen KKP 17/2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-
2024. Dalam rencana strategis tersebut disebut bahwa presiden secara
khusus telah memberikan arahan kepada menteri KKP diantarannya
adalah membangun komunikasi dengan pemangku petambak garam.
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Produksi garam direncanakan meningkat menjadi 3 juta ton pada
2020 dan terus meningkat 3,1 juta ton, 3,2 juta ton, 3,3 juta ton sampai
menjadi 3,4 juta ton pada 2024. Dalam sasaran program indikator disebut
akan ada fasilitasi lahan garam 600 hektar pada 2020, meningkat berturut-
turut menjadi 750 hektar pada 2021 hingga 2024. Kesejahteraan pegaram
rakyat yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
juga menjadi sasaran dengan menentuan besaran indeks 102,75 pada
2020 dan meningkat menjadi berturut-turut 103; 103,25; 103,50 dan
103,75 pada 2024. Bidang pemasaran juga akan disentuh dengan
revitalisasi sarana niaga garam dengan indikasi pendanaan sebesar 70
milyar pada 2020 dan meningkat menjadi 100 milyar pada 2021 hingga
2024. Demikian juga sarana dan/ atau kawasan terpadu yang akan
dibangun dengan indikasi pendanaan pada 2020 adalah 4 milyar dan pada
2021 hingga 2024 sebanyak 2 milyar. Strategi yang akan dilakukan
diantaranya melalui peningkatan produktivitas dan kualitas garam dengan
pengelolaan dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam. Secara regulasi
KKP juga telah memasukkan UU 7/2016 Tentang perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam
dalam RUU Cipta Kerja.

Strategi Pencapaian

Terbukti, hingga 2019 Indonesia masih mengalami defisit garam
sebesar 1.042.306 ton. Hal ini dikarenakan dari kebutuhan 4.566.753 ton
hanya mampu dipenuhi dari stok awal, produksi dan penyusutan total
sebesar 3.524.447 ton. Akhirnya negara mengimpor 2.724.772 ton
dengan memberikan surplus 1.682.466 ton.

Kondisi ini layak mendapat perhatian serius dengan agar
Indonesia mampu berswasembada garam dengan menerapkan beberapa
strategi yang integratif baik secara teknis, sosial kelembagaan, antar
kementerian/ lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah serta berbagai
pemangku kepentingan yang terlibat (Ihsannudin. 2017).
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MODEL PENCAPAIAN

Sosek
Tekais Kelembagaan
— - — ™ l )
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Gambar 4.3 Model Pencapaian Swasembada Garam

Berbicara produksi garam maka akan berbicara masalah teknis
terkait kuantitas dan kualitas garam yang akan dihasilkan. Dalam hal
kuantitas saja pegaram rakyat masih belum dapat memenuhi kebutuhan
garam nasional sebagaimana paparan data sebelumnya. Hal ini
dikarenakan pertama, masih rendahnya produktivitas garam (rasio
produksi garam yang dihasilkan dengan luasan lahan pegaraman).
Dimana sebagian besar pegaram rakyat masih memiliki produktivitas pada
kisaran 50 ton per hektar. Kedua, produksi garam masih mengalami
fluktuasi yang sangat signifikan atar tahun. Ketiga, Terjadi penyusutan
luasan lahan pegaraman. Kasus di Kabupaten Sampang mengungkap
bahwa ada pengurangan luasan lahan pegaraman sekitar 1.582,7 hektar
dalam rentang waktu 2011 hingga 2018 (Tempo. 2018).

Beberapa penyebab tersebut didasar beberapa kondisi.
Perubahan iklim dan cuaca demikian sering terjadi pada akhir-akhir ini.
Hal ini sangat berkorelasi dengan produksi garam mengingat teknik
produksi garam rakyat yang menggunakan solar evaporation menjadi
sangat tergantung pada intensitas dan lama paparan matahari dalam
artian lama musim kemarau. Merespon kondisi ini ternyata teknologi yang
coba diintorduksi juga masih belum dapat berkembang dengan cepat.
Skala usaha pegaraman rakyat yang kecil dan terpencar-pencar (belum
terintegrasi) menjadikan mekanisme produksi tidak optimal. Sementara
penyutan luasan lahan pegaraman banyak disebabkan alih fungsi lahan
(menjadi perumahan atau fungsi lain) maupun ditinggalkan karena dirasa
tidak menguntungkan.
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Sementara terkait dengan kualitas pegaraman masih dirasa
rendah karena belum tercapainya standar kandungan NacCl, kenampakan
(visual garam), kelembaban dan kontaminasi unsur pengotor. Jika ditelisik
lebih lanjut memang kebutuhan garam industri memerlukan kualitas yang
tinggi bahkan memerlukan kandungan NacCl tinggi, seperti pada industri
farmasi yang memerlukan kandungan NaCl 99,5%. Penyebab kondisi ini
lebih pada masih dilakukannya produksi garam secara tradisional. Aplikasi
teknologi masih dirasa lamban dan belum banyak diterapkan pegaram
rakyat secara menyeluruh. Padahal produksi garam ini memiliki tantangan
yang cukup berat.

Terkait dengan luasan 3 strategi dapat diterapkan vyaitu
ekstensifikasi, revitalisasi dan intensifikasi lahan pegaraman.
Ekstensifikasi dilakukan dengan membuat atau menambah lahan
pegaraman baru di lokasi yang secara teknis mampu dilakukan usaha
pegaraman secara optimal. Pemerintah telah melakukan upaya
ekstensifikasi ini di Teluk Kupang, Timor Tengah Utara, Malaka, Nagekeo,
Timor Tengah Selatan, Sumbawa dan Aceh. Ekstensifikasi atau perluasan
lahan pegaraman tersebut dilakukan pada tanah negara, HGU, tanah
perusahaan maupun pembukaan di lahan baru sebagaimana yang
dilakuan di Sumbawa dan Aceh. Di Sumbawa dibuka lahan pegaraman
baru di Pulau Ngali seluas 100 hektar, Desa Buol 650 hektar serta 100
hektar tanah aset Pemda.

Revitalisasi dilakukan pada lahan pegaraman yang sebelumnya
sempat terhenti. Beberapa sebab terhentinya produksi garam dikarenakan
banyak pegaram rakyat yang merasa usaha pegaraman memiliki prospek
ekonomi. Utamanya terkait dengan murahnya harga garam yang diterima.
Dengan demikian strategi pull motivation bagi pegaram rakyat melalui
insentif harga garam perlu diterapkan. Mengingta, selama ini upaya
motivasi yang dilakukan pemerintah lebih banyak pada input dan sarana
prasana yang bersifat push motivation.

Upaya intensifikasi lahan pegaraman dilakukan dengan
meningkatkan produktivitas usaha pegaraman. Hal ini dapat dilakukan
dengan dua cara. Pertama melaluikan integrasi dan konsolidasi lahan dan
kedua adalah dengan aplikasi teknologi.

Integrasi dan konsolidasi lahan dilakukan mengingat sebenarnya
produksi garam lebih bertumpu pada proses pengaliran air laut, mulai dari
bozem, peminihan dan meja kristalisasi. Diperlukan prosentase luasan
tertentu untuk masing masing bagian ini. Kasus di Madura pegaram
menyebut diperlukan luasan garam minimal adalah 3-5 hektar per
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pegaram. Dimana luasan ini terbagi 20% untuk bozem, 50% untuk
peminihan dan 30% untuk meja kristalisasi. Jikalaupun ini tidak dapat
dilakukan, sebenarnya dapat disiasati dengan metode resource sharing.
Hal ini dapat dilakukan dengan membuat bozem bersama atau peminihan
bersama, yang intinya menyediakan air tua yang nantinya dapat dialirkan
kepada masing-masing pegaram. Dengan demikian lahan milik pegaram
akan dapat dipotimalkan hanya untuk membuat peminihan atau meja
kristalisasi saja.

Demikian intensifikasi dapat dilakukan dengan konsolidasi lahan.
Upaya ini dilakukan bagaimana agar bozem dan peminihan adalah berada
pada lokasi yang dekat dengan aliran air dan bebas unsur pengganggu.
Demikian juga meja kristalisasi dapat dekat dengan collecting point (lokasi
yang dapat dijangkau oleh kendaraan truk atau sejenisnya). Ini akan
sangat memberikan efisiensi yang luar biasa. Bayangkan saja, biaya
transport mengangkut garam dari tempat pungut ke penampungan berlaku
tarif 50 ribu per ton. Sementara dari penampungan sementara ke collect-
ing point adalah Rp. 65.000 — 120.000 per ton tergantung jarak.

Upaya intensifikasi produksi selanjutnya adalah berkaitan dengan
aplikasi teknologi. Setidak beberapa alternatif teknologi dapat
diaplikasikan dalam usaha pegaraman ini. Sebut saja sistem
geomembaran, bestekin serta modifikasi rumah kristalisasi (salt house)
baik sistem tunnel maupun sistem prisma. Teknologi geomembran adalah
teknologi dengan memebrikan lapisan semacam terpal yang diletakkan
untuk melapisi tanah di meja kristalisasi. Aplikasi geomembaran ini
mampu meningkatkan produktivitas 7,56 kg per hari per meter persegi
meja kristalisasi (Arwiyah, dkk. 2015).
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Gambar 4.4 Produksi Garam dengan Geomembran
(Sumber: www.validnews.id)

Teknologi pembuatan garam dengan sistem bestekin memerlukan
peralatan peralatan seperti pompa, pipa dan geomembrane. Teknik ini
dilakukan dengan melakuka memberikan geomembrane di meja kritalisasi
lalu air laut dialirkan melalui pipa yang sudah dilengkapi dengan penyarin-
gan (Kumparan. 2018). Kualitas garam yang dihaslkan akan lebih bagus
dan terhindar dari unsur pengotor. Meski demikian diperlukan peralatan
yang lebih banyak dan kompleks.

Gambar 4.5 Produksi‘ Garam Teknologi Bestekin
(Sumber: kumparan.com)

Teknologi selanjutnya adalah aplikasi pembuatan rumah pada
kristalisasi garam seperti sistem tunnel dan prisma. Sistem tunnel adalah
aplikasi teknologi produksi garam dengan membuat semcam green house
dengan menggunakan plastik berbentuk lengkung seperti terowongan
pada kristalisasi garam (Joesidawati & Suwarsih. 2019). Teknologi
produksi garam sistem prisma mirip dengan tunnel hanya saja ada
modifikasi bentuk. Rumah kristalisasi garam dilapisi plastik yang akan
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mampu menyerap dan menahan panas di dalamnya sehingga memper-
cepat presipitasi, evaporasi dan pembentukan kristal garam sehingga
mampu meningkatkan kualitas garam (Kurniawan, dkk. 2019).

Gambar 4.6 Produksi Garam Teknologi Tunnel (a) dan Prisma (b)
(Sumber: Kurniawan, dkk. 2019; Joesidawati & Suwarsih. 2019 )

Sementara strategi selain teknis dapat dikategorisasikan menjadi
aspek sosial, ekonomi dan kelembangaan. Dalam aspek sosial fokus
utamanya adalah meningkatkan posisi tawar pegaram rakyat. Dalam hal
ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
pegaram rakyat, manajerial, permodalan, penguatan kelompok dan akses
penjualan. Penyuluhan, pelatihan dan pendampingan yang intensif dan
berkelanjutan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia dan penguatan kelompok. Kegiatan ini hendaknya bukan hanya
berdasar pada program semata namun harus terus berkelanjutan.
Kelompok usaha pegaraman (Kugar) jangan sampai hanya berorientasi
pada bantuan fisik saja namun perlu lebih dari itu. Dalam hal permodalan
perlu ada lembaga keuangan yang mampu memfasilitasi dan lebih pro
pada pegaram. Sehingga pegaram nantinya tak lagi terjerat pada
tengkulak dan rentenir yang semakin melemahkan posisi pegaram rakyat.
Demikian pula akses penjualan sangat perlu adanya fasilitasi. Posisi tawar
harga yang lemah harus perlu difasilitasi dengan adanya lembaga yang
mampu menerima produk garam pegaram rakyat dengan harga sesuai
regulasi.

Pada aspek ekonomi perlu difokuskan pada upaya penataan niaga
garam. Penjualan domestik garam yang terbagi-bagi pada area tertentu
harus dihilangkan, hal ini dikarenakan ada indikasi invisible rule bahwa
hanya pihak tertentu yang boleh menjual pada wilayah tertentu. Regulasi
impor garam harus benar-benar memperhatikan stok garam nasional
utamanya stok garam yang ada di pegaram rakyat. Jangan sampai
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keberadaan stok garam ini diabaikan begitu saja. Akibatnya akan
membuka kran impor garam yang berakibat jatuhnya harga. Demikian
pula garam industri harus benar benar sesuai peruntukannya, jangan
sampai merembes ke wilayah konsumsi. Penyediaan gudang-gudang
penyimpanan garam juga sangat penting untuk memfasilitasi garam hasil
panen yang belum terserap pasar.

Gambar 4.7 Penyimpanan Garam

Dari aspek kelembagaan perlu ada upaya-upaya bahwa pranata/
regulasi yang disusun haruslah berkiblat pada penguatan pegaram rakyat.
Bukan hanya semata untuk memenuhi kuoata garam nasional. Beberapa
hal yang perlu memperoleh fokus dalam penguatan pegaram rakyat
adalah terkait dengan kualitas sumberdaya manusia dan manajerial,
lemahnya kelompok pegaram, kecilnya skala usaha pegaraman,
permodalan dan akses penjualan garam.

Penyuluhan, pelatihan dan pendampingan yang terprogram
secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia dan manajerial pegaram rakyat. Program bantuan hendaknya
tidak saja bersifat fisik (hard ware) namun juga perlu mencakup bantuan
yang bersifat pengetahuan dan skill (soft ware).

Dalam penguatan kelompok, dapat dilakukan dengan
pembentukan kelompok yang benar-benar berisi pegaram rakyat baik
pemilik maupun penggarap (mantong). Mereka yang memiliki peran ganda
(bertindak selaku pegaram dan pedagang) seringkali mengganggu upaya
penguatan kelompok. Demikian juga tenaga penyuluh dalam bidang
pegaraman hendaknya perlu melakukan tupoksinya secara konsisten.
Benchmarking pada upaya upaya penguatan kelompok tani di sektor
tanaman pangan perlu dilakukan.

Jika pada sektor pertanian terdapat istilah “petani gurem” maka di
sektor usaha pegaraman juga demikian adanya. Pegaram rakyat denga
luasan lahan kurang dari 3 hektar dirasa tidak optimal dalam memproduksi
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garam yang berakibat pada rendahnya pendapatan. Upaya ini dapat
diatasi dengan intensifikasi usaha pegaraman baik dengan aplikasi
teknologi pegaraman maupun dengan integrasi lahan. Sehingga pegaram
dengan luasan kecil ini nantinya memungkinkan berbagi air laut dengan
kadar salinitas tinggi untuk dialirkan ke peminihan atupun meja kristalisasi
garam.

Bagi pegaram rakyat dengan skala kecil ataupun mantong,
masalah permodalan adalah hal krusial. Keterikatan dengan tengkulak
dan rente menjadikan pegaram skala kecil dan mantong berada pada
posisi tawar yang lemah. Seringkali pegaram skala kecil dan mantong
meminjam uang kepada tengkulak terlebih dahulu dengan perjanjian
menjual garam kepadanya. Akibatnya penentuan harga garam seringkali
dipermainkan. Diperlukan program bantuan berupa cash money untuk
modal awal pengerjaan dan living cost selama jeda musim garam.

Demikian pula program strategi nafkah yang tidak jauh dari lahan
pegaraman perlu dilakukan semisal budidaya udang atau ikan di lahan
pegaraman selama musim hujan. Sehingga pegaram tetap berada pada
sektor nafkah yang tak jauh-jauh dari lahan pegaraman. Lembaga
permodalan mikro yang dekat dengan pegaram rakyat dengan regulasi
dan administrasi yang sederhana semacam koperasi betul-betul sangat
diperlukan keberadaannya.

Demikian pula akses penjualan garam juga memerlukan perhatian
serius. Minimnya alternatif saluran pemasaran di sektor pegaraman
menjadikan pegaram skala kecil dan mantong tak punya banyak pilihan
dalam memasarkan produk garam. Terlebih ketika pegaram skala kecil
dan mantong telah terikat pinjaman uang dengan tengkulak. Maka
kehadiran lembaga buffer yang mampu menyerap produk dengan harga
dasar yang konsisten perlu dilakukan. Pergudangan juga diperlukan
pegaram skala kecil dan mantong untuk menyimpan hasil panen yang
belum terserap pasar.
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KEBIJAKAN PERTANAHAN

Kebijakan Umum Pertanahan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3)
yang memberikan landasan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat’, maka tanah, air serta kekayaan
alam pada dasarnya dikuasai oleh negara. Dalam konteks ini, pemerintah
telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pera-
turan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dimuat dalam Lembaran Negara
Nomor 104 yang kemudian lazim dikenal dengan Undang-Undang Pokok
Agraria atau disingkat dengan UUPA.

Undang-Undang ini juga memberikan amanat bahwa negara
melindungi hak masyarakat atas tanah melalui pengakuan dan perlin-
dungan hukum terhadap hak atas tanah, melakukan pendaftaran tanah,
serta melakukan fungsi perencanaan, penataan dan pengendalian pem-
anfaatan tanah serta sumberdaya yang ada di atasnya secara berkeadilan
dan berkelanjutan

Terkait dengan pengakuan hak atas tanah, beberapa pasal dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini juga mengatur keharusan bagi
negara untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah melalui sertipikasi
tanah. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepastian
hukum terhadap status tanah yang bersangkutan. Pasal pasal tersebut
adalah Pasal 19, Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA. Peraturan lebih
lanjut yang mengatur masalah pendaftaran tanah terdapat dalam Pera-
turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
dengan peraturan pelaksanaannya.

Pada pelaksanaannya, PP Nomor 24 tahun 1997 mengatur bahwa
pendaftaran tanah dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) skema, yaitu pen-
daftaran tanah sistematik dan pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran
tanah sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
yang diselenggarakan secara serentak yang meliputi semua obyek pen-
daftaran tanah yang belum didaftar pada suatu wilayah atau bagian wila-
yah dalam satuan desa/kelurahan. Sementara itu, pendaftaran tanah
secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama Kkali
mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah
atau bagian wilayah desa/kelurahan secara individual ataupun massal,
yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Secara
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garis besar, pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dibedakan menjadi
secara massal dan atas inisiasi pemerintah (sistematik) ataupun atas ini-
siasi masyarakat (sporadik).

Dalam konsepsi pertanahan, dikenal adanya istilah penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Dalam konteks
hukum pertanahan Indonesia, hubungan hukum dengan tanah, yang
kemudian diartikulasikan sebagai hak atas tanah, adalah hubungan pen-
guasaan dan pemilikan (tenurial). Sitorus (2016) menyebutkan bahwa
pembeda dari kedua konsepsi tersebut adalah bahwa pemilikan merupa-
kan kewenangan atas tanah yang tidak memiliki jangka waktu (hak milik),
sementara penguasaan merupakan kewenangan hak atas tanah yang
memiliki jangka waktu sementara (hak guna usaha, hak guna bangunan
dan hak pakai).

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam
arti fisik, juga dalam arti yuridis. Pengertian yuridis dilandasi hak yang dilin-
dungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada
pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.
Pengertian penguasaan dan menguasai tersebut dipakai dalam arti
perdata Dalam UUD 1945 dan UUPA pengertian “dikuasai” dan “men-
guasai” dipakai dalam arti publik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2
UUPA. Pengertian yuridis yang beraspek perdata, terdiri atas hak tanah
seperti : hak milik (Pasal 20), hak guna usaha dan hak jaminan atas tanah
yang disebut hak tanggungan (Pasal 23, 33, 39, dan 51). Sedangkan hak
menguasai negara yang sifatnya hokum publik merupakan hak menguasai
negara yang meliputi semua tanah tanpa ada terkecualinya. Kemudian arti
hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial (Chuleemi.
1995). Adapun sifat-sifat dari hak milik adalah:

a. Merupakan tanah hak yang terkuat dan terpenuh

b. Bersifat turun-temurun, artinya dapat diwariskan oleh si empunya
tanah.

c. Dapat menjadi induk atas hak-hak atas tanah lain, artinya bahwa hak
milik tersebut dapat dibebani oleh Hak Guna Bangunan, Hak Sewa,
Hak Gadai.

d. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

e. Dapat dijual atau ditukar dengan benda lain atau dihibahkan dan
diberikan secara wasiat.

f.  Dapat diwakafkan.
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g. Yang boleh memiliki hak milik sesuai dengan Pasal 21 Undang-Un-
dang Pokok Agraria adalah :

¢ Hanya warga Negara Indonesia

e Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan yang dapat mempunyai
hak milik dan syarat-syaratnya

e Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini mem-
peroleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampu-
ran harta karena perkawinan, demikian pada warga negara Indo-
nesia yang mempunyai hak milik setelah berlakunya undang-un-
dang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melaporkan hak
itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperoleh hak milik itu
tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan
tanahnya jatuh pada negara dan ketentuan bahwa hak-hak pihak
lain yang membebani tetap berlangsung.

¢ Selama seseorang yang memiliki kewarganegaraan lain selain se-
bagai warga negara Indonesia, maka ia tidak dapat mempunyai
tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat

(13) pasal ini.

Kepemilikan tanah ini memiliki arti yang demikian penting terhadap
asset yang dimiliki untuk dapat dijadikan sebagai cash capital dalam
usaha ekonomi produktif. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh
dengan adanya legalisasi asset ini (de Soto, 2006), diantaranya adalah;
(1) optimalisasi secara ekonomi dari asset, (2) menyatukan informasi as-
set dalam sebuat system, (3) menjadikan pemilik asset bertanggungja-
wab, (4) asset menjadi lebih mudah diterima oleh pasar, (5) menjadikan
pemiliki asset berada dalam suatu networking, (6) proteksi transaksi.

Penataan Ruang dan Pengendalian Pertanahan

Selain fungsi penguasaan dan pemilikan, konsepsi penataan
pertanahan di Indonesia juga mengatur tentang penggunaan dan
pemanfaatan tanah dan sumberdaya yang ada di atasnya, yang
diterjemahkan dalam perencanaan penataan ruang. Pasal 1 butir 5
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
menyebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pem-
anfaatan ruang.

Dalam konteks implementatif, tata ruang diterjemahkan menjadi
struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat
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permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hi-
erarkis memiliki hubungan fungsional, sementara pola ruang adalah distri-
busi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ru-
ang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Sementara itu, penataan
ruang meliputi fungsi (i) perencanaan pemanfaatan ruang; (ii) pemanfaa-
tan ruang, dan (iii) pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaannya, penataan ruang diselenggarakan dengan
memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Kondisi fisik wilayah NKRI yang rentan terhadap bencana;

2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya
buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan
keamana, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai satu kesatuan; serta

3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, dalam menyusun
perencanaan penataan ruang dan implementasinya, setiap wilayah
dengan karakteristik sosial, ekonomi, politik, geologis dan kemampuan
sumberdaya yang berbeda-beda akan memiliki karakteristik penataan
ruang yang berbeda-beda pula. Salah satu tujuan dari perencanaan
penataan ruang diantaranya adalah tercapainya visi penataan ruang yang
berkelanjutan, yang juga akan bersifat spesifik untuk masing-masing
daerah, yang menuju ke arah strategi optimalisasi penggunaan dan
pemanfaatan tanah serta sumberdaya yang ada di atasnya, baik alami
maupun buatan.

Untuk menjamin ketercapaian perencanaan penataan ruang tersebut,
fungsi pengendalian pemanfaatan ruang juga memegang peran yang
penting. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan fungsi kontrol dan
monitoring yang memastikan bahwa arahan penataan ruang yang telah
ditetapkan dapat dilakukan secara optimal dan memenuhi tujuannya, serta
memastikan bahwa pengaturan pertanahan telah benar-benar dapat
memenuhi fungsinya.

Dalam pelaksanaannya, fungsi pengendalian dapat dilakukan melalui
3 (tiga) metode: (i) melalui zonasi; (ii) insentif-disinsentif, dan (i)
pemberian sanksi. Pelaksanaan pengendalian melalui zonasi dilakukan
dengan diberlakukannya Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Detil Tata
Ruang (RDTR), atau untuk wilayah pesisir dan pulau kecil menggunakan
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Sementara itu, pemberian insentif ataupun disinsentif dilakukan dengan
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cara memberikan insentif kepada stakeholder yang telah memanfaatkan
tanah sesuai dengan rencana tata ruang, atau disinsentif untuk yang
memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan tata ruang. Bentuk dari insentif
maupun disinsetif ini bisa bermacam-macam, mulai dari pemberian
subsidi, pengurangan pajak, dan lain sebagainya. Sementara itu, sanksi
diberikan kepada stakeholder yang melanggar rencana tata ruang
berdasarkan kriteria dan prosedur tertentu yang sudah ditetapkan.

Paradigma Manajemen Pertanahan Secara Global

Pembahasan mengenai pertanahan dalam konteks penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya tidak akan terlepas dari
konsepsi paradigma manajemen pertanahan(land management
paradigm). Paradigma ini membagi tanah menjadi 4 (empat) fungsi yang
saling terkait satu sama lain, yaitu (i)land tenure(pemilikan dan
penguasaan); (ii) land value (nilai tanah) ; (iii) land use (penggunaan dan
pemanfaatan tanah); serta (iv) land development (pembangunan tanah).
Fungsi tersebut tergambarkan dalam diagram berikut.

Sustainable Development

L

E-Government

Land Market yang Efisien, Manajemen penggunaan tanah yang efisien

Land tenure Land value Land Development

Pendaftaran tanah, hak Penilaian tanah, Kebiiakan perencanaan Perencanaan
tanggungan dan, perpajakan ” penataan ruang, ” pembangunan,
” kontrol  penggunaan perijinan,  peraturan

tanah dan implementasi

Land Information Infrastructure

Gambar 5. 1 Land Management Paradigm
(Enemark, 2004)

Dalam konsepsi paradigma manajemen pertanahan, fungsi tenure, value,
use dan development saling berkaitan satu sama lain menuju pada muara
yang sama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.Fungsi tenure
yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah memberi
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penekanan pada pentingnya rekognisi/pengakuan hak atas tanah serta
perlindungan atas hak tersebut. Fungsi value memberikan penekanan
kepada fungsi ekonomi tanah sebagai aset yang dapat dimonetisasi, yang
meliputi fungsi nilai tanah dan perpajakan. Kedua komponen tersebut,
fungsitenure dan value, memiliki peran yang penting dalam menciptakan
pasar tanah (land market) yang efisien, dengan mengoptimalkan fungsi
ekonomi tanah sebagai aset yang tetap memperhatikan keadilan akses
dan perlindungan atas hak atas tanah serta sumber daya yang ada di
atasnya.Sementara itu, dalam konteks penggunaan dan pemanfaatan,
fungsiland use dan land development akan menentukan dalam efisiensi
manajemen penggunaan tanah yang berkelanjutan. Pengalokasian pe-
runtukan dan penggunaan tanah yang berimbang, perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta terwujudnya fungsi
pengendalian dan monitoring yang efektif dan efisien.

Konsepsi dari paradigma manajemen pertanahan ini tidak lain ada-
lah untuk mewujudkan keadilan akses terhadap tanah dan sumberdaya di
atasnya, menjamin keberlangsungan pengelolaan tanah dan sumberdaya
lainnya yang berbasis tanah, guna memenuhi kebutuhan generasi saat ini
dan tanpa mengecualikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Dalam paradigma ini, tanah tidak hanya dianggap sebagai
sumbedaya kapital/modal yang memiliki peran dan fungsi ekonomi se-
bagai basis pemenuhan kebutuhan, tetapi juga memiliki fungsi lain dalam
kerangka sosial, lingkungan, serta fungsi strategis lainnya. Keberim-
bangan dalam mengoptimalkan nilai ekonomi tanah yang dibarengi
dengan perencanaan penataan ruang, optimalisasi pengendalian
penggunaan tanah dan ruang, perlindungan dan pengakuan terhadap hak
atas tanah, serta perencanaan pembangunan berbasis tanah yang kom-
prehensif, merupakan kunci dari tercapainya sustainable development.
Dalam konteks ini, setiap negara akan memiliki karakteristik manajemen
pertanahannya sendiri yang sesuai dengan karakteristik politik, sosial,
ekonomi, budaya dan sumberdaya yang dimilikinya (bersifat country-con-
textdan country specific). Kebijakan yang bersifat country specific ini
kemudian yang akan dituangkan dalam land governance, tentang
bagaimana negara mengatur, mengelola, memanfaatkan, merumuskan
kebijakan dan mendistribusikan akses dan kewenangan atas tanah demi
kesejahteraan dan keadilan bersama.

Dalam level negara, land management paradigm ini kemudian di-
tuangkan dalam bentuk fungsi administrasi pertanahan melalui pendafta-
ran tanah serta atribut yang melekat padanya (pemilikan, penguasaan,
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pemanfaatan, penggunaan), kebijakan penataan ruang dan pengendalian
pemanfaatannya, kebijakan terkait perpajakan dan nilai tanah,
perencanaan pembangunan berbasis tanah, dan perancangan infra-
struktur informasi pertanahan (land information system).

Hal ini juga berlaku untuk tiap-tiap wilayah yang memiliki karakter-
istik struktur dan pola ruang yang berbeda-beda, seperti misalnya saja ka-
wasan perkotaan akan memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda
dengan pedesaan, demikian juga halnya dengan kawasan khusus seperti
wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan, kawasan ekonomi
khusus, dan lain sebagainya. Dengan memahami karakteristik ekonomi,
sosial dan lingkungan dari masing-masing wilayah tersebut, maka pengel-
olaan pertanahan akan dapat memenuhi fungsinya secara optimal, baik
dalam konteks umum maupun khusus.

Menilik kepada hal tersebut, maka pembahasan mengenai per-
tanahan tidak bisa hanya semata dipandang dari sudut pandang admin-
istrasi pertanahan (pendataan bidang tanah dan pendaftarannya), tetapi
juga tidak akan terlepas pada penataan ruangnya, yang memegang peran
dalam menentukan efektivitas penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Kedua hal tersebut (fungsi value dan use )seringkali bertentangan. Di satu
sisi, fungsi ekonomi tanah sebagai alat pemenuhan kebutuhan dan pen-
ingkatan kualitas hidup tidak dapat dipungkiri, tapi di sisi lain tanah juga
memiliki fungsi ekologis yang harus dikelola secara bijaksana demi ke-
langsungan dan keberlanjutannya. Dalam hal ini, akan mudah mengilus-
trasikan tanah sebagai bundle of right, yang terdiri dari berbagai macam
hak (right), kewajiban (responsibilities)dan pembatasan (restriction), sep-
erti hak memiliki, memanfaatkan, memindah tangankan — tapi juga
memuat kewajiban untuk memelihara kelestarian dan keberlangsun-
gannya, menjaga keadilan akses, tidak mengganggu fungsi ekologis, me-
menuhi fungsi sosial yang tidak hanya sebatas pada hak individu dan pen-
guasaan mutlak,serta fungsi lainnya dalam jangka pendek maupun jangka
panjang. Oleh karena itu, dalam paradigma ini, hak atas tanah tidak diang-
gap sebagai satu entitas mutlak yang bersifat absolut, tetapi di dalamnya
juga mengandung responsibilities dan restriction yang juga harus diper-
hatikan. Jika ketiga fungsi ini tidak dapat dipenuhi secara berimbang,
maka akan menimbulkan potensi konflik dan sengketa tanah dan sum-
berdaya alam.

Hal lain yang juga menjadi kunci penting dalam paradigma mana-
jemen pertanahan global ini adalah keberadaan infrastruktur informasi
pertanahan. Fungsi data dalam manajemen pertanahan memegang
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peranan penting, karena merupakan kunci dalam proses pengambilan
keputusan berbasis spasial. Data yang dimaksud bisa berupa data Pen-
guasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), data
potensi tanah, data sosial ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya, agar
data tersebut dapat difungsikan secara optimal, maka harus memenuhi
persyaratan infrastruktur informasi yang baik, yaitu mudah diakses, terba-
harukan, terstandarisasi, mudah dibagi-pakaikan lintas pengguna, dan re-
liable atau dapat dipertanggung jawabkan.

Permasalahan kebijakan berbagi-pakai data untuk kebutuhan
pengambilan keputusan ini sesungguhnya telah menjadi perhatian
pemerintah. Dengan dicanangkannya Geoportal Indonesia
(https://tanahair.indonesia.go.id) sebagai salah satu implementasi dari Ke-
bijakan Satu Peta (KSP) yang dicanangkan oleh pemerintah, menjadi satu
pintu masuk penting dalam pelaksanaan pengelolaan pertanahan yang
komprehensif dan berkesinambungan. Dalam geoportal tersebut,
berbagai macam data spasial dan non-spasial yang diproduksi oleh mas-
ing-masing walidata (instansi yang memiliki kewajiban mengumpulkan,
mengolah dan mengelola data) dapat diakses melalui satu pintu. Ke de-
pannya, hal ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu alat dalam
perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan kawasan pegaraman pada
khususnya yang komprehensif dan berkelanjutan.
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EMPIRIK KEBIJAKAN PERTANAHAN

Tantangan Penataan Pertanahan Pegaraman

Karakteristik kawasan pertanian garam, yang juga menjadi ciri khu-
sus geografisnya, adalah terletak di kawasan pesisir. Selain itu, daerah
tersebut juga harus memenuhi persyaratan khusus untuk bisa dijadikan
tambak garam, yang disebut sebagai Indeks Kesesuaian Garam (IKG).
Beberapa parameter yang mempengaruhi IKG diantaranya adalah (i) cu-
rah hujan; (ii) permeabilitas tanah; (iii) jenis tanah; (iv) lama penyinaran;
(v) kelembapan udara; (vi) kecepatan angin; (vii) suhu udara; (viii) pen-
guapan, dan (ix) kejenuhan air (Kurniawan et al, 2019).

Dalam konteks penataan, wilayah pesisir termasuk dalam kawa-
san khusus yang diatur menggunakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), seperti diamanatkan oleh Undang-Un-
dang No.27 tahun 2007. Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menyebutkan
bahwa setiap pemanfaatan ruang dari sebagian besar perairan pesisir dan
pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi berdasarkan
RZWP3K yang telah ditetapkan. Sementara itu pasal 14 Undang-Undang
No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bawa penye-
lenggaraan urusan pemerintah di bidang kehutanan, kelautan, serta en-
ergi dan sumberdaya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi, dan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar
minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di
bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini memberikan penegasan bahwa
penyusunan RZWP3K menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
setempat.

Terkait dengan hal tersebut, pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No-
mor 1 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa izin lokasi yang diberikan se-
bagai dasar pemanfaatan ruang juga mendasari pemberian izin pengel-
olaan. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga telah memberikan
kriteria kegiatan yang harus memiliki Izin Pengelolaan, diantaranya ada-
lah:
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Produksi garam;

Biofarmakologi laut;

Bioteknologi laut;

Pemanfaatan air laut selain energi;

Wisata bahari;

Pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau

No a bk wbd e

Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

Sementara itu, pasal 20 dari Undang-Undang ini juga menyebut-
kan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pem-
berian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada masyarakat lokal dan
masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sum-
berdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari.

Lebih lanjut lagi, pengelolaan wilayah pesisir memiliki tantangan
tersendiri yang membedakannya dari wilayah daratan induk. Wilayah
pesisir dianggap memiliki kerentanan sendiri yang membutuhkan
perencanaan pola ruang dan struktur ruang yang khusus. Laporan United
Nations dalam Coastal Zone Management menyebutkan bahwa saat ini,
37% total populasi dunia hidup di sekitar 100 km wilayah pantai, dengan
kepadatan penduduk mendekati dua kali rata-rata kepadatan penduduk
global. Tekanan populasi penduduk ini memberi konsekuensi kepada
degradasi lingkungan di sekitar wilayah pantai, munculnya kemiskinan,
degradasi lingkungan hidup, berkurangnya fungsi daya dukung alam pada
wilayah pesisir, dan lain sebagainya. Laporan World Bank tahun 2016
menunjukkan bahwa aktivitas manusia di sekitar wilayah pesisir telah
merusak lebih dari 20% hutan mangrove, 30% padang lamun dan 20%
terumbu karang di seluruh dunia (World Bank, 2016).

Dalam konteks perubahan iklim, wilayah pesisir juga disebut se-
bagai salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dam-
pak dari perubahan iklim. Perubahan tinggi muka air laut, ancaman
bencana alam seperti badai, erosi, dan intrusi air laut juga disebut sebagai
beberapa ancaman yang dihadapi oleh wilayah pesisir (Baeteman, 1990;
Nicholls dan Lowe, 2004).Dengan begitu, masyarakat pesisir merupakan
masyarakat yang memiliki kerentanan tinggi terkait perubahan iklim, yang
menjadikan faktor perubahan iklim dan pemanasan global, yang saat ini
sudah menjadi pembahasan internasional, haruslah dimasukkan dalam
salah satu faktor dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan
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tanah. Hal ini semakin memberikan penekanan bahwa pengelolaan wila-
yah pesisir sangat diperlukan dalam mewujudkan pemanfaatan tanah
yang berkeadilan, menyejahterakan dan berkelanjutan. Dalam konteks
tersebut di atas, manajemen pertanahan setidaknya memiliki 2 (dua)
peran penting, yaitu melalui perencanaan penataan ruang yang mengafil-
iasi adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan
kepastian hukum atas tanah dan akses sumberdaya di atasnya dalam
upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup (Quan et
al, 2008).

Menilik beberapa uraian di atas, beberapa hal berikut merupakan
poin-poin yang menjadi titik penting dalam perencanaan dan pemanfaatan
kawasan pegaraman di wilayah pesisir:

1. Kegiatan pegaraman di wilayah pesisir pantai haruslah memper-
hatikan RZWP3K yang telah ditetapkan oleh Provinsi setempat, serta
memenuhi kriteria izin pengelolaan yang telah ditetapkan, sesuai
dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran
dalam pemberian izin pengelolaan, fasilitasi optimalisasi produksi
garam, yang salah satunya bisa dicapai dengan kegiatan penataan
pertanahan yang optimal melalui konsolidasi tanah.

2. Pemahaman yang komprehensif bahwa hak atas tanah bukanlah
merupakan hak mutlak yang memberikan kesempatan kepada
pemegang hak melakukan kegiatan apapun di atas tanah. Seperti
yang sudah diuraikan di atas, wilayah pesisir merupakan kawasan
strategis yang memiliki fungsi lindung terhadap ekosistem di seki-
tarnya, serta memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana yang
tinggi. Oleh karena itu, hak atas tanah harus dipahami sebagai bundle
of rights yang memiliki right, restriction dan responsibilities (hak, pem-
batasan, dan kewajiban). Dalam hal ini, right mengandung arti bahwa
hak untuk memiliki dan mengelola diakui dan dilegitimasi secara
hukum, restriction mengandung arti bahwa terdapat pembatasan hak
yang diatur dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi wilayah
pesisir, dan responsibilities memuat kewajiban yang harus dipenuhi
oleh si pemegang hak untuk memanfaatkan haknya dengan tetap
memperhatikan peraturan serta kebijakan yang ada, serta fungsi
ekonomi, sosial dan lingkungan atas tanah sebagai sumberdaya ber-
sama.

3. Masyarakat pegaram, yang juga merupakan masyarakat pesisir, ada-
lah kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim. Hal
ini paling tidak ditinjau dari beberapa kondisi, yaitu tingkat kemiskinan
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yang tinggi, rendahnya akses terhadap kepemilikan hak atas tanah
serta akses sumber daya alam yang melekat di atasnya, serta ren-
dahnya akses terhadap kapitalisasi modal berbasis tanah sebagai aki-
bat dari rendahnya jaminan kepastian hukum kepemilikan atas tanah.

4. Pemberdayaan masyarakat pegaram untuk meningkatkan produksi
dan efisiensi produksi garam rakyat, selain memasukkan faktor teknis
produksi, distribusi dan pemasaran, juga harus memperhatikan faktor
pengelolaan tanah lahan garam yang berkelanjutan. Pemberdayaan
berbasis tanah bisa dilakukan melalui konsolidasi tanah pegaraman,
pelibatan/partisipasi masyarakat terhadap penyusunan rencana
zonasi wilayah pesisir (perencanaan ruang yang bersifat partisipatif),
serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya mitigasi dan
adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi. Dengan kata
lain, literasi pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat pegaram
perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat da-
lam penataan wilayah pegaraman.

5. Penguatan kelembagaan pertanahan di wilayah pesisir, dan secara
khusus untuk wilayah pegaraman. Saat ini, kewenangan penataan ru-
ang wilayah pesisir berada pada level provinsi, sementara
kewenangan pendaftaran tanah dan pengutan hak atas aset tanah
berada pada kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Ba-
dan Pertanahan Nasional. Pada prakteknya, untuk mencapai sink-
ronisasi dan harmonisasi seringkali menghadapi banyak tantangan,
diantaranya adalah koordinasi antar lembaga, jalur administrasi yang
tidak efektif, dan masih adanya pertentangan paradigma kepentingan
lintas sektor yang menyebabkan inefisiensi pengaturan kebijakan.

6. Pentingnya ditetapkannya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang
mengafiliasi pertanian garam sebagai salah satu bagiannya. Rencana
Zonasi ini yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai pegan-
gan dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir,
sekaligus juga sebagai fungsi proteksi sumber daya.

7. Pentingnya fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam
kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir, atau secara lebih spesifik di
wilayah pegaraman. Fungsi pengendalian ini memegang peranan
penting dalam memastikan bahwa segala kegiatan berbasis tanah di
wilayah pesisir dan kawasan pegaraman telah dilakukan sesuai
dengan Rencana Zonasi yang telah ditetapkan.

8. Fungsi pengendalian ini bisa juga dilakukan dengan pemberian insen-
tif kepada petani garam yang telah memanfaatkan tanahnya sesuai
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dengan prosedur dan rencana pemanfaatan yang ada, ataupun
dengan pemberian disinsentif bagi yang melanggar. Insentif yang
diberikan bisa berupa subsidi kepada petani garam, pengurangan pa-
jak, pemberian fasilitas terkait proses produksi garam, kemudahan
jalur distribusi, dan lain sebagainya.

9. Keberadaan data berbasis bidang tanah yang berhubungan dengan
pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)
yang memadai dan dapat digunakan sebagai salah satu input dalam
melakukan penyusunan perencanaan zonasi di wilayah pesisir.
Keberadaan data ini (land information infrastructure), merupakan sa-
lah satu komponen penting dalam manajemen pertanahan, sebagai
landasan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan
berbasis spasial(spatial-based decision making). Terkait hal tersebut,
maka keberadaan data pertanahan tersebut haruslah memenuhi
syarat dan kaidah infrastruktur data spasial yang baik, diantaranya
adalah (i) data yang terstandarisasi; (ii) keterbaharuan data; (iii) relia-
bilitas data; (iv) kemudahan akses data dan berbagi-pakai data; serta
(v) penggunaan data dalam setiap pengambilan keputusan berbasis
spasial.

Kebijakan Pembangunan dalam Pegaraman

Upaya peningkatan kesejahteraan pegaram rakyat perlu penera-
pan kebijakan pembangunan yang komprehensif. Menilik paparan Norton
(2004) terkait beberapa kebijakan yang perlu diterapkan makabagi pem-
bangunan pegaraman rakyat. Pertama, memberlakukan kebijakan mak-
roekonomi, yang diarahkan untuk melakukan investasi tinggi dan berharap
menyebabkan return tinggi. Kedua, perlakuan kebijakan fiskal dan subsidi
guna memberikan real price produk garam sehingga menjadi kompetitif.
Ketiga, peningkatan pendapatan pegaram miskin melaui serangkaian pro-
gram pengentasan kemiskinan. Keempat, kebijakan berbasis gender,
dengan menyetarakan antara laki dan perempuan dalam mengakses per-
modalan dan semacamnya. Kelima, privatisasi yang mengarahkan
produksi dilakukan oleh swasta. Dan keenam, kebijakan aspek utama da-
lam kerangka legal melalui fungsionalisiasi judisial peranan kegiatan
ekonomi.

Sementara itu Thsannudin (2017) menyebut, upaya pembangunan
pegaraman dalam hal ini peningkatan produksi garam dapat dilakukan
dengan:

53



Memberdayakan Tanah Bagi Pegaram Rakyat
Ihsanuddin, Sukmo Pinuji

a. Dalam menyikapi iklim yang sulit dikontrol, dapat disikapi dengan so-
sialisasi informasi iklim yang up to date agar dapat diantisipai.
Demikian juga perlu introduksi iptek semacam dalam menghadapi
iklim semisal salt house.

b. Pendayagunaan dan aplikasi teknologi dalam mendayagunaan
keterbatasan penguasaan lahan pegaraman. Sempitnya penguasaan
lahan dapat disikapi dengan sharing air tua sebagai bahan kristalisasi
garam. Hal ini dilakukan mengingat kepemilikan lahan pegaraman
masih parsial dengan iklim yang sangat berpengaruh dalam produksi
garam.

Diantara kebijakan-kebijakan tersebut maka dipandang kebijakan
dalam kerangka legal dipandang yang paling strategis. Kebijakan ini dia-
rahkan pada pengakuan legal (registrasi) atas kepemilikan tanah pega-
raman atau biasa disebut dengan sertipikasi tanah. Kepemilikan tanah ini
akan sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi usaha pegaraman. Dise-
butkan bahwa sertipikasi tanah pegaraman ini menjadi poin krusial dalam
keuangan usaha pegaraman. Artinya bahwa ketika bidang tanah pega-
raman telah tersertipikasi, maka tanah tersebut menjadi likuid asset yang
dapat dipergunakan dalam upaya melakukan usaha pegaraman.

Lebih lanjut Deininger dan Feder (2009); Soto (2006) dan Ihsan-
nudin, (2012b) menyatakan bahwa tanah yang telah terigistrasi atau ter-
penuhi aspek legalitasnya terbukti memiliki nilai investasi yang tinggi yang
dapat digunakan sebagai modal dan berpotensi besar dijadikan sebagai
obyek pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat terhadap aset per-
tanahan ini dilakukan agar petani garam mampu menjadikan tanah yang
dimilikinya legal/ tersertipikasi dan menjadi active capital yang dapat dija-
minkan untuk dijadikan tambahan modal dalam usahanya meningkatkan
produksi dan kualitas garam melalui aplikasi teknologi baik secara fisik,
kimia maupun biologi (Segal, dkk. 2009; Conghe, dkk. 2011; Ihsannudin,
2011). Hasil kajian serupa ditunjukkan oleh Byamugisha (1999), yang
menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara status ser-
tifikasi tanah dengan peningkatan akses kredit di pedesaan Thailand.
Hasil perolehan kredit ini kemudian digunakan untuk pemupukan modal
usaha pertanian yang lebih produktif.

Aset dan Akses Pertanahan

Kebijakan pembangunan pegaraman rakyat dapat dilakukan me-
lalui aspek pertanahan. Hal ini dikarenakan tanah pegaraman memegang
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peranan yang signifikan (lhsannudin, 2012b). Berdasarkan dari tipe petani
garam maka strategi pemberdayaan ini ditujukan kepada petani garam
pemilik tanah dan mantong dengan pendekatan yang berbeda. Pem-
berdayaan kepada petani pemilik tanah pegaraman dapat dilakukan lang-
sung pada upaya legalisasi asset/ sertipikasi tanah pegaraman yang di-
miliki. Peran pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan program sertipikasi tanah.
Berdasar hasil kajian ini maka tanah pegaraman yang diprioritaskan untuk
mendapatkan program adalah tanah pegaraman yang memiliki beberapa
kriteria. Kriteria pertama adalah tanah bebas sengketa, konflik maupun
berperkara. Mengacu pada Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011
dinyatakan bahwa yang dinamakan sengketa adalah perselisihan per-
tanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang
tidak berdampak luas secara sosio-politis. Konflik adalah perselisihan per-
tanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi,ba-
dan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah
berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan perkara adalah perse-
lisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga
peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan pe-
nanganan perselisihannya di BPN Republik Indonesia. Kriteria kedua ada-
lah tanah pegaraman dengan luas maksimal 2 ha. Hasil perhitungan
usaha pegaraman menunjukkan bahwa petani dengan luas tanah maksi-
mal 2 ha masih masuk dalam kategori miskin yang patut diberdayakan.
Kriteria ketiga adalah terdapat kelompok petani garam yang kuat. Program
pemberdayaan akan menjadi efektif dan efisien bila berbasis kelompok
dan bukan perseorangan. Krtiteria keempat adalah ditujukan pada para
petani garam yang memiliki budaya dan kelembagaan yang kuat dan kon-
dusif. Hal ini penting untuk dapat menjamin bahwa program yang dil-
akukan akan berjalan dengan baik.

Pemahaman petani garam garam yang masih rendah akan pent-
ingnya sertipikasi serta prosedur sertipikasi memerlukan sosialiasi yang
tepat dan komprehensif dari lembaga terkait (Kementerian ATR /BPN).
Sehingga ketika pemahaman ini telah terbangun maka upaya sertipikasi
tanah pegaraman dapat terwujud.

Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasionalmenempatkan percepatan pendaftaran tanah sebagai salah satu
program strategis nasional, dengan target bahwa di tahun 2024, seluruh
bidang tanah yang ada di Indonesia telah terpetakan dan terdaftar. Dalam

55



Memberdayakan Tanah Bagi Pegaram Rakyat
Ihsanuddin, Sukmo Pinuji

implementasinya, hal ini kemudian diwujudkan melalui program Pendafta-
ran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan pendafta-
ran tanah pertama kali yang dilakukan secara sistematis dan meliputi satu
objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah
desa atau kelurahan dan dilakukan secara serentak. Program ini merupa-
kan salah satu pintu masuk yang dapat digunakan ketika akan melakukan
penguatan aset tanah garam bagi masyarakat. Beberapa manfaat dari
pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan di tanah pegaraman di-
antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah secara sistematis dapat dianggap lebih efektif dil-
akukan untuk masyarakat dengan kesadaran dan literasi pertanahan
yang rendah, atau memiliki kapasitas dan akses yang rendah ter-
hadap pertanahan dan pendaftaran tanah. Dengan skema ini, baik
masyarakat dan pemerintah bisa mendapatkan manfaat dalam men-
jalankan fungsi perlindungan terhadap ha katas tanah.

2. Sebagai sarana dalam mengumpulkan data pertanahan terkait pen-
guasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T),
yang juga akan berguna dalam melakukan kegiatan penyusunan
rencana zonasi pemanfaatan tanah dan kegiatan lainnya terkait pe-
nataan ruang dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengetahui
kondisi riil dan terkini dari P4T, desain program yang membutuhkan
proses pengambilan kebijakan berbasis spasial dapat dilakukan
secara akurat.

3. Program ini dapat juga digunakan sebagai bagian dari proses pen-
gendalian pertanahan di wilayah pesisir, terutama terkait aktivitas
ekonomi berbasis tanah yang dilakukan di wilayah pegaraman,
apakah sudah sesuai dengan arahan rencana zonasi ataukah belum.
Pengendalian pertanahan memiliki peran yang sangat penting, teru-
tama dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan tanah di wila-
yah pesisir, terkait dengan karakteristik dan kerentanan wilayah
pesisir.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan salah satu kebijakan per-
tanahan lainnya terkait reforma agraria, maka program redistribusi tanah
juga dapat dijadikan sebagai salah satu alternative solusi bagi terwujudnya
keadilan spasial terutama bagi para mantong. Reforma agraria dalam ka-
wasan pegaraman memang jarang (dan hampir tidak pernah disebut) da-
lam konstelasi pelaksanaannya di Indonesia, mengingat penekanan pro-
gram ini lebih kepada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah re-
distribusi tanaheks-HGU dan penyelesaian TORA dalam kawasan hutan.
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Jika ditinjau dari kriteria TORA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86
tahun 2018 tentang Reforma Agraria, maka tanah pegaraman bisa men-
jadi salah satu TORA. Pasal 7 Perpres tersebut menyebutkan bahwa ob-
jek redistribusi tanah tersebut diantaranya adalah:

1.

© ® N o

Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakuknya serta tidak
dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya da-
lam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;

Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menye-
rahkan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah HGU yang berubah
menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;

Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20%
dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam
proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;

Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau
hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi:

a. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai pera-
turan perundang-undangan menjadi TORA; dan

b. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat
dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk
kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;

Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria;
Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
Tanah timbul;

Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanabh,
meliputi:

a. Tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung
jawab sosial dan/atau lingkungan;

b. Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria
Reforma Agraria;

c. Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah
pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah di-
sepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA,; atau

d. Tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat.
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10. Tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas
eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih
tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai ob-
jek redistribusi;

11. Tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah
swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ke-
tentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

Jika ditinjau dari konsepsi reforma agraria seperti yang dituangkan
dalam Perpres Nomor 86 tahun 2018 tersebut, tanah pegaraman bisa saja
menjadi bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria, setidaknya jika dilihat
dari 3 (tiga) kriteria TORA, diantaranya adalah (i) 20 % dari luas tanah
negara yang diberikan Hak Guna Usaha dalam proses pemberian, per-
panjangan maupun pembaharuan haknya, dalam hal ini HGU yang diberi-
kan kepada PT Garam sebagai pemegang monopoli produksi garam na-
sional; (ii) Tanah negara bekas tanah terlantar yang didaya gunakan oleh
masyarakat, mengingat bahwa banyak lahan garam yang dikuasai oleh
PT Garam yang tidak digunakan sebagaimana semestinya dan kemudian
dikerjakan oleh masyarakat; serta (iii) tanah negara yang sudah dikuasai
oleh masyarakat.

Meskipun wacana mengenai pelaksanaan reforma agraria pada
tanah pegaraman ini masih belum mengemuka dalam konstelasi pelaksa-
naan reforma agraria, tetapi hal ini sebenarnya sangat dimungkinkan dan
mungkin saja menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan konflik
ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah yang ada di Indonesia,
khususnya pada tanah pegaraman.

Selain pelaksanaan legalisasi aset (asset reform), pasal 5 ayat (1)
Perpres tersebut juga menyebutkan bahwa pelaksanaan reforma agraria
dilaksanakan melalui (i) penataan aset; dan (ii) penataan akses. Sehingga
upaya pemberdayaan petani garam jangan hanya sebatas pada legalisasi
asset tanah pegaraman saja namun juga perlu pada akses tanah pega-
raman, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah untuk pening-
katan kualitas hidup, mencegah agar sertipikat yang telah dikapitalisasi
jangan sampai berpindah tangan karena ketidakberdayaan petani garam
dalam mengembalikan pinjaman atau justru dijual akibat meningkatnya
nilai jual tanah karena telah tersertipikasi, dan menggerakkan roda
perekonomian rakyat secara umum. Hal ini bisa dilakukan dengan
melakukan pemberdayaan masyarakat garam dan pendampingan dalam
upaya peningkatan kualitas produksi, distribusi dan pemasaran. Beberapa
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alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam melakukan pemberdayaan
berbasis tanah masyarakat garam diantaranya adalah sebagai berikut:

1.

Peningkatan akses permodalan yang bertujuan untuk peningkatan
produksi melalui sertipikat tanah (menjadikan sertipikat sebagai active
capital dari lembaga permodalan seperti bank ataupun koperasi).
Menurut Istikomah (2013), terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi seorang pemilik setipikat tanah memanfaatkannya se-
bagai agunan yaitu keinginan pengembangan usaha, kesesuaian
jumlah kredit, prosedur peminjman dan kemampuan untuk membayar.
Hal ini juga merupakan salah satu nilai lebih dari kegiatan sertipikasi
tanah, dimana tanah dapat dijadikan sebagai kapital aktif dengan tetap
berada dalam kerangka perlindungan hak atas tanah (hak kepemilikan
tetap dijamin melalui lembaga permodalan dalam bentuk pin-
jaman/kredit yang bersifat resmi dan legal).

Akses terhadap permodalan tersebut harus dibarengi dengan akses
terhadap peningkatan produksi (teknologi, kapasitas SDM dan lain se-
bagainya) dan akses terhadap pemasaran dan distribusi. Tanpa
dibarengi dengan kedua hal tersebut, maka pergerakan modal tidak
akan berjalan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan, alih-alih
justru menimbulkan permiskinan baru dengan hilangnya akses ter-
hadap tanah.

Desain pemberdayaan masyarakat tidak bisa hanya semata dianggap
sebagai ‘program’ yang berjangka waktu, tetapi lebih kepada pendamp-
ingan terus-menerus yang berorientasi kepada pembangunan kapasi-
tas (capacity building) masyarakat pegaram, sehingga masyarakat
mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan perekonomian mereka
berdasarkan karakteristik ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada
mereka. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan (sustaina-
bility) program pemberdayaan.

Desain pemberdayaan berbasis lokalitas, yang menyesuaikan dengan
kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, tetapi
berorientasi pada modernitas. Dalam hal ini, konsep pemberdayaan
partisipatif bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam
melakukan desain program.

Koordinasi lintas sektor yang berorientasi pada peningkatan kese-
jahteraan hidup masyarakat pegaram. Legalisasi aset dan akses pada
permodalan hanyalah satu dari sebagian besar komponen pem-
berdayaan masyarakat pegaram. Komponen lain seperti induksi pada
teknologi tinggi, peningkatan pemasaran, kontrol harga pasar, dan lain
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sebagainya adalah beberapa hal lain yang harus diperhatikan dan
membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Selain legalisasi aset, hal lain yang sangat dimungkinkan dalam
melakukan penataan pertanahan di kawasan pegaraman adalah pelaksa-
naan konsolidasi tanah pegaraman. Sebagaimana tercantum dalam Per-
aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No-
mor 12 tahun 2019, konsolidasi tanah adalah kebijakan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang
sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepent-
ingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeli-
haraan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Pasal 2 dari peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan dari kon-
solidasi tanah adalah:

1. Mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan
efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang;

2. Meningkatkan kualitas lingkungan dan mengoptimalkan daya
dukung lingkungan yang berkelanjutan;

3. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas
dan/atau di bawah tanah.

Konsolidasi tanah ini sering diterapkan untuk melakukan penataan
di wilayah pertanian maupun non-pertanian. Pada wilayah non-pertanian,
konsolidasi tanah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta men-
jamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sementara itu, pada wila-
yah pertanian, konsolidasi tanah terutama diterapkan untuk menge-
fisiensikan proses produksi dan mengoptimalkan hasil pertanian. llustrasi
berikut menggambarkan bagaimana konsolidasi tanah dilaksanakan dan
apa manfaatnya.
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Gambar 6. 1 llustrasi Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pemukiman
(Sumber: https://www.fig.net)
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Gambar 6.2 llustrasi Konsolidasi Tanah di Wilayah Pertanian
(Sumber: https://www.domstol.no)

Dalam konteks pertanian garam, konsolidasi tanah menjadi
demikian penting mengingat usaha pegaraman ini memerlukan luasan bo-
zem (waduk penampungan air), peminihan dan meja kritalisasi yang harus
seimbang. Disebutkan bahwa luasan tanah pegaraman optimal adalah
20% digunaan sebagai bozem, 50% digunakan untuk peminihan dan 30%
digunakan untuk meja kristalisasi. Pada petani garam dengan luas tanah
pegaraman yang sempit dapat saja melakukan konsolidasi tanah dengan
menggunakan bozem ataupun area peminihan secara bersama-sama.

Hal penting lain dari upaya konsolidasi tanah dengan desain
penggunaan ini adalah menghindari unsur pengotor pada air bahan baku
pembuatan garam. Keberadaan pemukiman yang dekat dengan area
tanah pegaraman dikuatirkan akan memberikan dampak limbah yang be-
rakibat pada berkurangnya kualitas air laut sebagai bahan baku usaha
pembuatan garam. Sebagaimana yang diungkapkan Keikha dan Keikha
(2012), bahwasannya upaya konsolidasi tanah akan dapat menambah
luasan, meningkatkan nilai tanah, mengurangi konsumsi air, efisiensi
penggunaan mesin, efisiensi transportasi dalam proses produksi, mening-
katkan produksi yang akhirnya mampu memberikan peningkatan penda-
patan secara signifikan. Selain itu, konsolidasi tanah juga merupakan sa-
lah satu cara dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah
pesisir (untuk pegaraman) telah sesuai dengan rencana zonasi yang telah
ditetapkan, juga dalam memastikan bahwa desain konsolidasi tersebut te-
lah memasukkan faktor-faktor eksternal seperti upaya mitigasi dan adap-
tasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global demi tercapainya
penataan pertanahan berkelanjutan.

Usaha primer pada sisi on-farm pegaraman dimaksudkan untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam melalui introduksi
teknologi baik secara fisis, chemis maupun biologi seperti penggunaan
geo membrane yang mampu meningkatkan produktivitas garam sebesar
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30%. Upaya peningkatan produksi garam secara nasional melibatkan
berbagai kementerian yang terkait dengan koordinasi Kementerian
Perekonomian melalui SK Menko Perekonomian KEP-
11/M.EKON/03/2011. Pihak yang perlu dilibatkan adalah Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai leading sector dalam usaha peg-
araman yang didukung BPN. Sementara pada sisi off farm dimaksudkan
untuk meningkatkan added value garam seperti membangun gudang
penyimpanan maupun mesin pencuci garam.

Keberlangsungan Pendapatan

Selama musim hujan petani garam tidak dapat memproduksi
garam sehingga diperlukan alternatif pendapatan yang dapat menopang
kehidupan petani garam secara berkelanjutan. Carner (1984) menyatakan
bahwa beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin
pedesaan antara lain melakukan ragam pekerjaan meskipun dengan upah
yang rendah, memanfaatkan ikatan kekerabatan serta pertukaran timbal
balik dalam pemberian rasa aman dan perlindungan dan melakukan
migrasi ke daerah lain sebagai alternatif terakhir apabila sudah tidak ter-
dapat lagi pilihan sumber nafkah di desanya. Beberapa alternatif usaha
tersebut seperti budidaya udang dan bandeng yang memiliki nilai ekonomi
bagi petani garam. Hal ini penting mengingat selama musim hujan petani
garam belum maksimal secara ekonomi dalam memanfaatkan tanah peg-
araman.
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Gambar 6. 3 Bagan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pegaram

Meski menggunakan program dalam bidang pertanahan namun
tetap perlu iklim partisipatif dari petani garam. Hal ini sangat penting meng-
ingat partisipatif dari peserta pemberdayaan adalah kunci keberhasilan
dan keberlanjutan dari berbagai proyek pemberdayaan (Xu, et al (2010).
Sehingga petani dengan prinsip partisipasi ini petani tidak hanya dijadikan
sebagai obeyek pemberdayaan namun juga sebagai subyek pem-
berdayaan.
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KONFLIK TANAH PEGARAMAN

Preface Konflik Tanah Pegaraman

Khalayak sudah mengetahui bahwa Pulau Madura sejak lama
dikenal dengan sebutan pulau garam. Hal ini dikarenakan Pulau Madura
yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan
Sumenep memiliki lahan pegaraman dengan luas tanah pegaraman
12.326,73 Ha atau 61,36% dari luas tanah pegaraman secara nasional
(20.089 Ha). Bagi masyarakat Madura memproduksi garam adalah meru-
pakan bagian dari budaya yang telah lama dilakukan secara turun
temurun. Sebagaimana yang diungkapkan De Jong (2011) bahwa sudah
sejak dahulu kala masyarakat Madura melakukan pembuatan garam.

Dalam memproduksi garam pengaruh secara teknis ada 3 hal be-
sar yang berpengaruh yaitu kondisi air laut, iklim dan cuaca serta tanah
pegaraman. Proses produksi garam yang menggunakan metode solar
evaproartion menjadikan ketergantungan pada iklim dan cuaca adalah
mutlak. Variable-variabel teknis yang berpengaruh terhadap produksi
garam (Purbani, 2008) adalah mutu air laut, keadaan cuaca, porositas
tanah, pengaturan aliran air, cara pungutan dan air bittern. Musim kema-
rau panjang yang kering tanpa diselingi hari hujan atau kemarau kering
yang terus menerus atau jumlah hari tanpa hujan minimal 140 hari (14
dekade) diperlukan untuk menghasilkan produksi garam yang normal. Se-
mentara tanah pegaraman juga merupakan variabel produksi yang sangat
signifikan terkait dengan produksi garam (Ihsannudin, 2012). Pengaturan
luasan, letak dan posisi bozem, peminihan dan meja garam akan sangat
berpengaruh pada kualitas dan kuantitas produksi garam. Demikian juga
tanah pegaraman terkait hal struktur dan morfologi, topografi serta fisi
akan sangat berpengaruh.

Pelaku produksi garam yang dilakukan di Madura dapat dibagi
menjadi 2 jenis yaitu garam yang diproduksi oleh petani garam atau biasa
dinamakan garam rakyat dan garam yang diroduksi oleh perusahaan yaitu
oleh perusahaan yaitu PT Garam sebagai satu-satunya Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang memproduksi garam. Bila dilihat lebih lanjut
kondisi petani garam petani garam di Madura hampir sama dengan kondisi
masyarakat pesisir pada umumnya (Widodo, 2010). Kondisi masyarakat
pesisir pada umumnya tergantung pemenuhan nafkahnya pada sum-
berdaya laut dan pesisir. Upaya perolehan nafkah pada masyarakat
pesisir tersebut seringkali memerlukan modal yang besar dan belum tentu
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semua orang mampu memperolehnya. Hal yang paling penting yang
merupakan corak kehidupan masyarakat pesisir adalah ketergan-
tungannya terhadap iklim dan cuaca. Sehingga tidak mengherankan jika
kondisi petani garam berada kondisi yang termarginalkan. Permasalahan
yang membelenggu petani garam ini terjadi mulai dari sektor hulu hingga
ke sektor hilir. Pada sektor hulu masyarakat pegaram sudah dihadapkan
pada ketiadaan lembaga keuangan yang bersedia membiayai produksi
garam sebagai unit usaha produksi produktif. Pada sektor on farm corak
produksi garam yang tradisional ikut berperan pada rendahnya kualitas
dan kuantitas produksi garam. Permasalahan yang dihadapi petani garam
tidak berhenti pada tingkatan on farm. Setelah garam diangkat dari tanah
pegaraman permasalahan harga menjadi permasalahan krusial yang
dihadapi petani. Keberadaan garam impor seringkali menjadi permasala-
han harga garam yang ada di lapangan. Terlebih lagi kondisi sosial
ekonomi dan budaya turut memperparah marginalisasi petani garam ini
(Rochwulaningsih, 2007).

Sebagaimana di tempat lain pengelolaan hak tanah negara oleh
lembaga, perusahaan negara ataupun perusahaan swasta seringkali
menimbulkan konflik. Tak terkecuali kejadian ini juga terjadi antara
masyarakat petani garam dengan PT Garam yang terjadi di 3 wilayah yaitu
Kabupaten Sampang, Pamekesan dan Sumenep. Keberadaan konflik ini
tentunya akan sangat menggangu dinamisasi kehidupan masyarakat da-
lam upaya mencapai kesejahteraan. Konflik perebutan lahan menjadi
suatu permasalahan yang tidak pernah berakhir sampai saat ini. Isu
reforma agraria menjadi sebuah isu yang sangat ditakuti oleh negara dan
kaum kapitalis. Bahkan, kaum pencari keadilan atas kepemilikan dan
akses terhadap tanah dianggap sebagai musuh ideologi oleh pemerintah
terlebih selama pemerintahan orde baru. Pengambilalihan hak atas tanah
yang dilakukan oleh pemerintah atau kaum kapitalis selama ini selalu
mengusung isu pembangunan sehingga mereka yang menentangnya
dianggap sebagai anti pembangunan dan kemapanan. Berbagai stigma
negatif terlontar bagi mereka yang gigih berjuang unuk mendapatkan
haknya.

Konflik adalah gejala sosial yang selalu dapat terjadi di dalam
setiap masyarakat dari waktu ke waktu. Konflik merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan
produk dari interaksi sosial. Konflik ini perlu dikelola dengan baik agar
tidak mengganggu upaya-upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat
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(llyas, 2011). Teori-teori penyebab munculnya atau sumber-sumber
konflik sebagaimana yang diungkapkan Fisher (2001) terdiri atas:

1.

Teori hubungan masyarakat, menganggap bahwa sumber konflik
berawal dari ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok
yang berbeda dalam masyarakat. Keberdaan pemukiman di suatu
wilayah yang terpisah oleh tembok pemisah antara pemukiman
masyarakat asli dengan penduduk pendatang pada sebuah komplek
perumahan menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan.

. Teori negosiasi prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh

posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang
konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Latar belakang
pendidikan yang berbeda diantara kedua belah pihak, yaitu pendidikan
SD pada masyarakat asli dan pendidikan sarjana pada masyarakat
pendatang menimbulkan pemahaman dan penafsiran berbeda dalam
melaksanakan kehidupan bermasyarakat.

Teori kebutuhan manusia, bersumsi bahwa konflik yang berakar dalam
masyarakat disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yaitu fisik,
mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Kemanan,
identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomis seringkali menjadi
pembicaraan. Kebutuhan dasar penduduk asli yang tidak tercukupi
karena sulitnya mendapatkan penghasilan dari pertanian dan
terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman menjadikan
semakin sulit dalam menambah penghasilan.

Teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas
yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau
penderitaan di masa laluyang tidak terselesaikan. ldentitas penduduk
asli yang tidak merasa diakui oleh penduduk pendatang.

Teori kesalahpaham budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan
oleh ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara berbagai budaya
yang berbeda. Anggapan yang sudah melekat dan sulit dirubah adalah
masih adanya anggapan dari penduduk pendatang bahwa penduduk
asli itu miskin dan merugikan.

Teori transformasi konflik, berasumsi bahwa sumber konflik berasal
dari masalah-masalah sosial budaya dan ekonomi.

Sebelum dikaji lebih lanjut perlu dalam hal ini perlu dijelaskan

terminologi sengketa, konflik dan perkara dalam bidang pertanahan.
Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun
2011, bahwasannya yang dinamakan sengketa pertanahan yang
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selanjutnya disingkat sengketa adalah perselisihan pertanahan antara
orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak
luas secara sosio-politik. Konflik pertanahan yang selanjutnya disingkat
Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, ke-
lompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempu-
nyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Se-
dangkan perkara pertanahan yang selanjutnya disingkat perkara adalah
perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lem-
baga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan
penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik In-
donesia. Definisi ini perlu dijelaskan untuk menghidari kesalahan persepsi
dalam penentuan definisi.

Tipologi Konflik Tanah Pegaraman

Konflik adalah upaya pencapaian kepentingan dan tujuan yang
tidak sejalan antar kelolompok yang berbeda (Ebegbulem, 2012). Selan-
jutnya dijelaskan oleh Sumarto (2012), dalam pertanahan akar
permasalahan konflik merupakan hal penting yang perlu dikaji. Akar
permasalahn konflik pertanahan dapat ditimbulkan oleh beberapa hal
yaitu: (1) konflik kepentingan, yaitu keberadaan persaingan kepentingan
terkait kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepent-
ingan psikologis, (2) konflik struktural, hal ini disebabkan pola perilaku
destruktif, kontrol perilaku sumberdaya tidak seimbang, (3) konflik nilai, hal
ini dikarenakan perbedaan kriteria dalam mengevaluasi gagasan/ per-
ilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan, (4) konflik
hubungan, hal ini disebabkan karena emosi berlebihan, persepsi yang sa-
lah, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif, (5)
konflik data, hal dikarenakan informasi yang tidak lengkap, informasi yang
salah, pendapat yang berbeda terkait hal-hal yang relevan, interpretasi
data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Konflik pertanahan dapat dimaknai sebagai konflik yang muncul
sebagai ekses hubungan antar orang atau kelompok berkenaan permasa-
lah bumi dan segala kekayaan alam ada di atas permukaan maupun di
dalam perut bumi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa mengacu
pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomoe 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dinya-
takan bahwa konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang
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perseorangan, kelompok, golongan, organisasi,badan hukum, atau lem-
baga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas
secara sosio-politis.

T 5 —F ;

Gambar 7.1 Profile Pegaram Rakyat

Kondisi yang terjadi di tanah pegaraman adalah termasuk kategori
konflik, dimana konflik tanah pegaraman di Madura terjadi karena adanya
klaim dari sekelompok petani garam yang tergabung dalam beberapa
gerakan penuntutan hak tanah yang saat ini dikelola oleh PT Garam. Ke-
lompok-kelompok tersebut diantarannya adalah GRPT (Gerakan Rakyat
Untuk Pembebasan Tanah) di Sampang dan Pamekasan, Gerakan Tanah
Leluhur dan Al Jihad di Sumenep. Konflik tanah pegaraman ini berdampak
pada sosio politis khususnya di wilayah Madura karena menimbulkan be-
berapa kejadian demonstrasi dengan skala yang cukup besar dengan
melibatkan massa yang cukup banyak.

Sementara itu konflik tanah pegaraman ini terjadi karena adanya
perbedaan kriteria dan keyakinan yang berbeda terhadap status tanah
pegaraman. Petani garam beranggapan bahwa tanah pegaraman yang
menjadi obyek konflik merupakan tanah leluhur mereka yang disewa oleh
pihak VOC dalam kurun waktu 50 tahun. Sementara pihak PT Garam
beranggapan tanah obyek konflik tersebut sudah dibeli oleh pihak Hindia
Belanda yang pada saat proses nasionalisasi dikelola oleh PT Garam.

Kondisi ini dapat dirunut yang berawal dari kondisi pada saat itu
dimana tidak berbeda dengan kondisi di Jawa, setelah kekuasaan berada
di tangan kolonial semua tanah kerajaan menjadi milik Negara dan seba-
gian dari tanah tersebut menjadi miliki raja. Rakyat memiliki hak penggara-
pan secara turun-temurun atas tanah-tanah lainnya. Tanah milik raja itu
meliputi sebagian besar tanah persawahan, tanah-tanah tandus yang
tidak diolah dan sejumlah besar tambak ikan, tanah pegaraman dan tanah
tegalan. Sepanjang abad 19 tanah-tanah tandus diberikan kepada rakyat
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untuk digarap. Setelah tanah-tanah digarap menjadi pekarangan, tambak
ikan dan juga tanah pegaraman maka tanah tersebut tidak tergolong lagi
tanah kerajaan. Tanah tersebut dapat diserahterimakan kepada pihak ke-
tiga melalui pembelian, penjualan, penyewaan dan bagi hasil.

Terkait dengan tanah pegaraman awalnya kerajaan dan VOC tidak
pernah memberikan perhatian yang penting. Rakyat secara turun temurun
mewariskan kepada anak-anak dan keluarga lain yang memiliki pertalian
darah. Baru pada akhir 1800-an setelah kebutuhan garam internasional
semakin meningkat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, pemerintah
Hindia Belanda mulai melakukan proses penguasaan atas tanah pega-
raman. Diawali dengan pendirian pabrik cetak pada 1904 di kecamatan
Ragung Kabupaten Sampang, pemerintah mulai memusatkan perhatian
pada penguasaan garam rakyat. Hal ini diawali dengan dibuatnya Un-
dang-Undang Monopoli Garam (Zout Monopoli Ordonantie)pada tahun
yang sama. Sejak diberlakuannya Undang-Undang tersebut maka rakyat
yang secara tradisional sudah memproduksi garam, semua hasil
produksinya dijual ke pihak pemerintah. Rakyat dilarang berhubungan
dengan dengan pedagang-pedagang lain dari arab, china dan eropa. Mata
rantai perdagangan yang selama ini menguntungkan rakyat dengan
menjual produksi garamnya tanpa keterikatan oleh peraturan mulai dipu-
tus. Koonsekuensi terbitnya peraturan tersebut maka rakyat yang menjual
ke pihak lain maka akan dikenakan sanksi berupa denda, kerja paksa,
dera fisik hingga ke hukumna kurungan. Tidak hanya itu, rakyat yang
ketahuan menyimpan garam untuk dipakai sendiri untuk kebutuhan dapur
melebihi ketentuan sebesar 10 kg per bulan maka akan dikenakan sanksi
dipekerjakan di pegaraman yang ditetapkan.

Pendirian pabrik garam ini semakin mengindikasikan dikuasainya
lading-ladang garam rakyat yang sudah dikelola secara turun temurun.
Tindak lanjut nyatanya adalah pada tahun 1921 secara resmi pemerintah
Hindia Belanda mendirikan Djawatan Ragie Garam dengan fasilitas Zout
monopoli ordonantie yang disempurnakan dengan Staatblaad No 140 (PT
Garam, 2000) yang dikenal oleh masyarakat Madura dengan “rigjiek”.
Pada tahun 1934 pemerintah Hindia belanda melarang rakyat di tiga desa
wilayah Kecamatan Ragung Sampang untuk memproduksi garam.
Bahkan pada rentang waktu 1937 — 1938 pemerintah Hindia Belanda
melakukan pembebasan dan pemetaan (pemasangan patok batas) dan
rehabilitasi tanah pegaraman sesuai dengan metode yang akan dikem-
bangkan dalam pengelolaan produksi garam. Pada 1939 diterbitkan peta
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buatan Hindia Belanda pada tiga desa di wilayah Kecamatan ragung Ka-
bupaten Sampang tersebut. Peristiwva pembebasan tanah ini oleh
masyarkat di Kabupaten Sampang dikenal dengan istilah tingkepan. Peri-
stiwa ini berlangsung dengan keras dan kejam. Rakyat menggambarkan
suasana pada saat itu manusia sudah tidak lagi dimanusiakan.

Opas-opas (petugas keamanan) pemerintah kolonial dibantu
kepala desa mendatangi rumah-rumah penduduk satu persatu untuk me-
maksa agar rakyat menyerahkan tanahnya dan diberikan batas waktu un-
tuk segera mendatangi kantor desa guna melakukan cap jempol atau me-
nandatangani akte yang telah dipersiapkan. Akte perjanjian dibuat dalam
Bahasa Belanda yang tidak dipahami oleh pemilik tanah. Di kantor desa
tersebut juga telah dipersiapkan saksi-saksi yang terdiri atas kepala desa
atau perangkat desa, pegawai-pegawai pribumi, orang-orang tertentu
yang bekerja di pihak pemerintah atau orang-orang yang diberi gelar ka-
rena fasilitas pemerintah. Banyak rakyat yang percaya bahwa tanah-tanah
itu nantinya akan kembali bisa diambil kembali karena tanah-tanah terse-
but hanya disewakan. Sebagian besar pegaram rakyat pada masa itu ber-
pesan kepada keturunannya agar menyimpan surat-surat pembebasan
tanah agar kelak bisa mengambil tanah itu kembali. Namun pada pihak
yang berseberangan menyatakan bahwa pada proses ini terjadi bukanlah
sewa menyewa akan tetapi proses pemberian ganti rugi dalam bentuk gul-
den dengan tanpa paksaan antara pegaram rakyat dengan pihak Belanda
(Munir, dkk. 2001)

Konflik ini terus berlanjut hingga pada rentang 1975-1977 tanah
pegaraman ini dilakukan pembebasan. Masyarakat menyatakan bahwa
pembebasan tanah dilakukan dengan pemaksaaan dan intimidasi. Pem-
bebasan tidak diawali dengan musyawarah baik tentang tata cara pem-
bebasan maupun penentuan besara ganti rugi. Selajutnya masyarakat
menilai bahwa pembebasan tanah pegaraman yang tujuan awalnya untuk
modernisasi namun dinilai belum dilakukan modernisasi bahkan banyak
yang diterlantarkan. Pada sisi lain PT Garam menyatakan bahwa tanah
tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Republik dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Ganti rugi telah
dibayarkan tanpa paksaan dan secara terbuka dan bagi masyarakat yang
tidak mau dibebaskan maka dilakukan ruislag pada rentang tahun 1986 —
1987 dan tahun 1988 — 1989 setelah dilakukan musyawarah.
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Penanganan Konflik Tanah Pegaraman

Sebagaimana yang diatur dalam Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 tahun 2016 bahwa konflik
pertanahan termasuk juga tanah pegaraman perlu dilakukan penanganan
guna memberikan kepastian hukum dan tidak adanya tumpang tindih atas
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta
meyakinkan bahwa kepemilikannya bersifat tunggal. Dalam melakukan
penanganan konflik pertanahan perlu dilakukan secara komprehensif
melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik dan
penyelesaian konflik. Dalam hal ini, Permen tersebut menyebutkan bahwa
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dapat dilakukan
berdasarkan inisiatif dari Kementerian ATR/BPN ataupun melalui
pengaduan masyarakat. Penanganan konflk dan sengketa pada
dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) macam. Jika tipe konflik/sengketa
tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian ATR/BPN, maka
Kementerian berkewajiban untuk mengumpulkan data dan melakukan
analisis konflik/sengketa, untuk selanjutnya memberikan putusan atas
penyelesaiannya. Sementara itu, jika konflik/sengketa tidak berada dalam
kewenangan  Kementerian, maka  Kementerian = memfasilitasi
penanganannya melalui mediasi.

Hal yang terjadi pada tanah pegaraman Madura ini penanganan
konflik dilakukan secara pendekatan hukum dan politis. Secara hukum
tanah pegaraman sah merupakan tanah negara dengan nama pemakai
hak adalah Departemen Perindustrian Republik Indonesia cq. Perusahaan
Umum Garam. Hal ini dapat dilihat pada tanah pegaraman di Sampang
yang memiliki paling tidak 4 sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor
Agraria Kabupaten Sampang dalam kurun waktu tahun 1987 — 1989. Hal
ini juga diperkuat dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa
Timur pada rentang waktu 1986 — 1989. Penanganan secara politis juga
telah dilakukan dengan melibatkan rapat dengar pendapat DPRD
Kabupaten, DPRD Propinsi (2005 — 2006) hingga DPR-RI (2006-2007).
Hasil dari rapat dengar pendapat tersebut memperoleh kesimpulan bahwa
komisi Il DPR-RI memberikan apresiasi kepada tim yang telah dibentuk
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD Provisni
Jawa Timur yang telah menyelesaikan masalah pertanahan antara PT
Garam (Persero) dan petani garam Madura dan komisi [l DPR-RI meminta
kepada PT Garam (Persero) untuk segera melakukan kerjasama dan
pembinaan serta bimbingan kepada petani garam untuk meningkatkan
jumlah dan kualitas produksi garam di Madura. Komisi Il DPR-RI
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mendorong terwujudnya skema kerjasama yang sinergi dan saling
menguntungkan antara PT Garam (Persero) dan petani garam madura,
petani garam dilibatkan atau diberikan hak sebagai penggarap lahan
dengan memberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas produksi garam nasional dan Komisi Il DPR-RI meminta kepada
kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan
Pemerintah Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep dan Depulti
Bidang Usaha Jasa Lainnya Kementerian BUMN sesuai dengan
kewenangannya masing-masing untuk berperan aktif dalam mewujudkan
skema kerjasama yang sinergi tersebut.

Dalam perkembangannya, meski saat ini masih ada beberapa
klaim oleh petani garam atas hak kepemilikan tanah PT Garam di Kal-
ianget Sumenep, hamun secara umum saat ini tuntutan petani bukan lagi
ke arah upaya pemilikan tanah yang dikelola PT Garam, tetapi menuntut
hak pengelolaan tanah pegaraman dari PT Garam. Petani merasa selama
ini hak pengelolaan/ sewa / bagi hasil tanah pegaraman PT. Garam justru
diberikan kepada orang yang tidak tepat. Informasi yang diperoleh masih
ada beberapa pihak petani yang mengelola/ menyewa lahan PT Garam
hingga lebih dari 50 hektar. Hal ini tentunya menimbulkan kecemburuan
pada beberapa pihak petani garam. Upaya merangkul petani untuk meng-
garap tanah pegaraman PT Garam atau agar tidak menimbulkan kecem-
buaruan sebenarnya dilakukan dengan mengadopsi Peraturan
Pemerintah Nomor 224 Nomor 1961 tentang pelaksaan pembagian tanah
dan pemberian ganti rugi. Dalam bab Il pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa
pembagian tanah diberikan kepada penggarap yang mengerjakan tanah
yang bersangkutan, buruh tani tetap pada pada bekas pemilik yang
mengerjakan tanah bersangkutan, pekerja tetap pada tanah bersangku-
tan, penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah ber-
sangkutan, penggarap yang mengerjakan tanah hak milik, penggarap
tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain, penggarap
dengan tanah garapan kurang dari 0,5 hektar, pemilik yang luas tanahnya
kurang dari 0,5 hektar, petani atau buruh lainnya. Selanjutnya dijelaskan
pada ayat 2 jika didalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini
terdapat petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari
dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyak-
nya 5 orang, petani yang terdaftar sebagi veteran, petani janda pejuang
kemerdekaan yang gugur, petani yang menjadi korban kekacauan, maka
kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang
ada didalam golongan prioritet yang sama. Petani yang dimaksudkan
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ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah
sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah

untuk pertanian. Penggarap yang dimaksud adalah petani, yang secara
sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang
bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko
produksinya. Buruh tani tetap yang dimaksud adalah petani, yang
mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain
dengan mendapat upah da pekerja tetap yang dimaksud adalah orang
yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.

Dalam Kepala BPN Nomor 3 tahun 2011 dijelaskan bahwa upaya-
upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya konflik
pertanahan perlu dilakukan beberapa hal yaitu; a) penertiban administrasi
pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik, b) tindakan proaktif un-
tuk mencegah dan menangani potensi konflik, c) penyuluhan hukum
dan/atau sosialisasi program pertanahan, d) pembinaan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat dan e) pencegahan lainnya. Sementara itu
PT. Garam, telah melakukan upaya meredam konflik dengan beberapa
cara diantaranya adalah:

a. PT. Garam melakukan sistem sewa dan juga ada yang dengan sistem
bagi hasil dengan petani garam. Terdapat 172 bidang atau seluas 65,6
Ha di Kabupaten Sampang, 168 bidang dengan luas 78 Ha di Kabu-
paten Pamekasan dan 300 bidang tanah pegaraman dengan luas 250
Ha di Kabupaten Sumenep yang saat ini disewakan ataupun di bagi
hasilkan dengan petani. Lama pengelolaan sistem bagi hasil akan die-
valuasi dan diperbaharui setiap 1 tahun sekali.

b. PT Garam melakukan pembagian air tua dalam proses produksi garam.
Selanjutnya petani yang memperoleh pembagian air tua dari PT Garam
tersebut akan dikenakan bagi hasil dengan PT Garam. Proporsi bagi
hasil adalah jika air yang digunakan < 10 be maka 90% untuk PT
Garam dan 10% untuk petani. Sedangkan jika air yang digunakan > 10
be maka 80% hasil untuk petani dan 20% untuk PT. Garam.

c. Membeli hasil garam petani sesuai dengan harga pasar yang berlaku
tergantung dari kualitas garam yang dihasilkan oleh petani itu sendiri.
Pada saat ini harga garam yang berlaku masih mengikuti Peraturan
Dirjen Daglu Nomor 02/DAGLU/PER/ 5/ 2011. Dalam peraturan terse-
but ditetapkan bahwa harga jual garam curah di atas truk di titik
pengumpul untuk KP 1 adalah Rp. 750 per kilogram dan untuk KP 2
adalah 550 per kilogram.
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d. Mempekerjakan petani garam penggarap di wilayah pegaraman dan
pada usaha diversifikasi produk rumput laut dan perikanan yang ada di
tanah pegaraman PT. Garam.

Upaya meredam konflik ini juga ditujukan dalam memberdayakan
masyarakat petani garam dalam mencapai kesejahteraan. Sebagaimana
yang diungkapkan Nikijuluw (2000) bahwasannya pemberdayaan
masyarakat dilakukan dengan membagun kolektifitas seseorang dalam
suatu masyarakat. Ihsannudin (2011) upaya pemberdayaan ini dapat dil-
akukan dengan beberapa langkah diantaranya adalah: (1) merangsang,
yaitu mencoba menumbuhkan potensi yang telah ada dalam masyarakat
itu sendiri; (2) Penguatan, menguatkan potensi yang telah tumbuh itu men-
jadi kian kuat untuk menjelma menjadi suatu kekuatan yang luar biasa da-
lam mencapai kesejahteraan, dan (3) Perlindungan, memberikan perlin-
dungan agar potensi yang telah semakin tumbuh ini mampu terlindung dari
ancaman yang nantinya justru melemahkan (4) Pendampingan, pendamp-
ingan dan pembinaan ini perlu terus dilakukan sehingga masyarakat dapat
mencapai kemandirian.
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PENUTUP

Kebijakan pembangunan pegaraman rakyat berbasis tanah yang
ditargetkan bagi pemilk tanah pegaraman dan mantong dapat dilakukan
dengan 3 (tiga) alternatif: (i) legalisasi aset melalui sertipikasi hak atas
tanah; (ii) pelaksanaan konsolidasi tanah, dan (iii) redistribusi tanah peg-
araman melalui kebijakan legalisasi aset (sertipikasi) dan redistribusi
tanah. Ketiga alternatif ini bertujuan untuk memberikan penguatan hak
atas tanah secara legal, mewujudkan keadilan terhadap akses tanah dan
sumber daya yang ada di dalamnya, dan menjadikan tanah sebagai basis
aktivitas ekonomi dan sosial sebagai sarana peningkatan kualitas hidup
dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dari sisi akses,
pembangunan pegaraman rakyat tidak akan terlepas pada pemberdayaan
masyarakat berbasis tanah, dengan membuka akses terhadap permoda-
lan dan meningkatkan fungsi kapital tanah, pendampingan usaha
produksi, akses terhadap pasar dan pengendalian harga melalui kebijakan
makro ekonomi.

Upaya pembangunan berbasis tanah untuk wilayah pegaraman ini
tentunya tidak akan bisa lepas dari konsep manajemen pertanahan berke-
lanjutan. Segala proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
wilayah pegaraman, yang merupakan kawasan pesisir, harus tetap dalam
kerangka penataan ruang berkelanjutan yang terintegrasi dalam level
pusat maupun daerah. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (RZWP3K) idealnya digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan
ruang dan pengendalian wilayah pesisir. Dalam hal ini, keberadaan data
pesisir, baik terkait pertanahan maupun tidak, memegang peranan penting
agar dapat tercapai fungsi penataan zonasi yang optimal. Selain itu, efek-
tivitas berbagi-pakai data dan koordinasi lintas sektor juga memegang
peranan penting dalam spatial-based decision making demi tercapainya
sustainable development.Dalam konteks ini, beberapa faktor eksternal
seperti pola adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim perlu dielab-
orasi secara komprehensif.

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai macam kendala di
lapangan yang harus disikapi dengan bijak. Masih banyaknya status tanah
yang belum clear and clen serta adanya obyek tanah yang terlibat konflik
dengan PT. Garam merupakan salah satu diantaranya. Ketersediaan data
yang valid dan up to date sebagai dasar pengambilan keputusan juga
menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, fungsi pengendalian sebagai
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kunci dari keberlangsungan kebijakan juga merupakan variabel yang sulit
dikontrol terkait dengan berbagai faktor.

Terakhir, manajemen pertanahan yang komprehensif merupakan
salah satu kunci utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
pegaram. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, niscaya keadi-
lan spasial bukanlah semata akan menjadi cita-cita dan angan-angan be-
sar yang tidak akan terwujud. Pembangunan berkelanjutan yang
mengedepankan prinsip keadilan dan peningkatan kualitas hidup harus
mampu memegang prinsip keberlangsungan: untuk memenuhi kebutuhan
generasi masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang akan
datang.
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